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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk memberikan landasan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia agar terjamin kepastian hukum baik dalam proses pembentukan perseroan, status badan hukum, penyelenggaraan perseroan, maka pada tanggal 16 Agustus 2007, telah diberlakukan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Undang - Undang Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007). Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 160 yang berbunyi [footnoteRef:1]: [1: 	 Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106.] 

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lahirnya Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang - Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak terlepas kaitannya dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan tekhnologi yang tersebar ke seluruh penjuru dunia melalui globalisasi dan timbulnya perkembangan terhadap kegiatan bisnis internasional.[footnoteRef:2] Dalam Konsideran maupun dalam Penjelasan Umum UUPT 2007, salah satunya dijelaskan bahwa dasar alasan penggantian UUPT 1995 dengan UUPT 2007, adalah UUPT 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Selain daripada itu, perlu diakomodasi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum dan tuntutan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance).[footnoteRef:3] [2: 	 Bismar Nasution, “UU No. 40 Tahun 2007 Dalam Perspektif Hukum Bisnis Pembelaan Direksi Melalui Prinsip Business Judgment Rule”, Makalah, disampaikan pada perkuliahan hukum bisnis di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Februari 2010, hlm. 1.]  [3: 	 M. Yahya Harahap., Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Juni, 2009), hlm. 26-27.] 
1

Undang-undang perseroan terbatas yang baru ini menjamin terselenggaranya usaha perseroan secara bertanggung jawab baik dalam hubungan sosial maupun dengan lingkungannya sehingga tercipta hubungan harmonis dalam dunia usaha.
Dalam UUPT 2007 ini, ditegaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.[footnoteRef:4]   [4: 	 Pasal 1 angka 1 UUPT  menyebutkan : Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.  ] 

PT merupakan subyek hukum yang mandiri, yang eksistensinya tidak bergantung kepada keberadaan Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Pengertian “terbatas” harus diartikan bahwa pertanggung jawaban pemegang saham terbatas kepada saham yang dimilikinya.[footnoteRef:5] Namun, dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT disebutkan bahwa pemegang saham dapat dibebani pertanggungjawaban secara pribadi yaitu dalam hal sebagai berikut :[footnoteRef:6] [5: 	 Dhaniswara K. Harjono., Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta : Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis Indonesia, 2009), hlm. 26-27.]  [6: 	 Vide Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. ] 

a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
UUPT 2007 secara tegas juga mengatur mengenai organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.[footnoteRef:7]  [7: 	 Vide Pasal 1 angka 4 UUPT.] 

Setiap pemegang saham mempunyai hak menghadiri RUPS. Undang-undang Perseroan pada masa modern mengatur ketentuan yang menegaskan hak tersebut. Begitu juga Anggaran Dasar (AD) Perseroan, mengatur ketentuan Perseroan harus mengadakan RUPS paling tidak satu kali satu tahun. Pada dasarnya, dalam RUPS pemegang saham melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi.[footnoteRef:8] [8: 	 James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O’Neal, Corporations, (Alpen Law & Business, 1977), hlm. 306.] 

UUPT 2007, sebagai hukum Perseroan di Indonesia, mengatur mengenai RUPS pada BAB VI, yang terdiri atas Pasal 75-91. Sebelumnya dalam UUPT 1995 diatur pada BAB VI, yang terdiri atas Pasal 63-78. Jumlah pasal yang mengatur RUPS dalam kedua undang-undang ini, boleh dikatakan hampir sama. Pada UUPT 1995 sebanyak 15 Pasal, sedang pada UUPT 2007 sebanyak 16 Pasal. Namun demikian, pengaturannya secara substansial jauh lebih luas dan komprehensif pada UUPT 2007. Pada alinea kelima Penjelasan Umum mempertegas ketentuan Organ Perseroan yang menyangkut penyelenggaraan RUPS dari yang dulu diatur pada UUPT 1995. Misalnya memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga RUPS dapat dilakukan pemegang saham melalui media elektronik telekonferensi,  video konferensi atau sarana media teknologi lainnya.[footnoteRef:9] [9: 	 M. Yahya Harahap, op.cit., hlm. 305.] 

Selanjutnya keberadaan RUPS sebagai Organ Perseroan, ditegaskan lagi pada Pasal 1 angka 4 yang mengatakan, RUPS adalah Organ Perseroan. Dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah Organ Perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (eigenaar, owner) Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan.[footnoteRef:10] [10: 	 James D.Cox, cs., op cit., hlm. 306.] 

Secara umum, menurut Pasal 1 angka 4 RUPS sebagai Organ Perseroan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau AD Perseroan.
Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulang lagi pada Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi :
RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
	Jadi secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan[footnoteRef:11]. Namun, hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (separation of power) yang diatur dalam undang-undang dan AD. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.[footnoteRef:12]   [11: 	 Pasal 1 ayat (4) UUPT menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Jadi dengan berlakunya UUPT 2007 RUPS bukan lagi sebagai organ tertinggi Perseroan, akan tetapi sejajar dan berdampingan dengan organ perseroan yang lain sesuai dengan pemisahan kewenangan yang diatur dalam UU dan AD. ]  [12: 	 M. Yahya Harahap, loc.cit, hlm. 306-307.	] 

	Berdasarkan hal tersebut, maka organ yang terdapat dalam perseroan harus dapat memiliki kewajiban masing-masing dalam menjalankan perseroan, artinya dapat disimpulkan bahwa dalam pemikiran UUPT ini sebagai penyelenggara RUPS adalah Direksi. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya atau yang lebih dikenal dengan sebutan RUPS Luar Biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. 
	Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan, harus mengadakan RUPS Tahunan setiap tahun kalender. Ketentuan itu, tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi diterapkan pada semua negara seperti yang dikatakan Walter Coon, Every Company must hold an annual general meeting once every calendar year.[footnoteRef:13] [13: 	 Ibid., hlm. 315.] 

Dalam UUPT Australia, RUPS juga wajib dilaksanakan oleh Direksi. Section 245 (1) The Act of Australia Corporation Law menyatakan bahwa :[footnoteRef:14] [14: 	 Philip Lipton, Understanding Company Law, (Sydney: The Law Book Company Limited, 1993), Hlm. 419.] 

All companies must hold an annual general meeting at least once in every calendar year and within five months after the end of the company’s financial year. In the case of an exempt proprietary company, it must be held within six months after the end of the financial year : s.245(1). The First annual general meeting, however, may be held at any time within 18 months after incorporation, as long as it is within five months (or in the case of an exemproprietary company, within six months) after the end of the company’s financial year.
Perlu diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) adalah bersifat imperative (mandatory rule). Rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib”.  Oleh karena itu, RUPS Tahunan mesti dilaksanakan oleh Direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
	Pada Pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4), menyebut RUPS lainnya. Akan tetapi Penjelasan Pasal 78 ayat (1) mengatakan, yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik, sering dikenal sebagai RUPS “Luar Biasa”. Dalam praktik disingkat dengan RUPS LB[footnoteRef:15] : [15: 	 Ibid., hlm. 316.] 

1. Yang diadakan “setiap waktu”, dan
2. Digantungkan berdasar kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
	Jadi, kapan saja kepentingan Perseroan membutuhkan diadakan RUPS, Direksi dapat menyelenggarakan RUPS LB asal benar-benar secara objektif kepentingan perseroan membutuhkannya.
	Dapat dilihat, selain dari RUPS Tahunan (general annual meeting), undang-undang membolehkan diadakan RUPS LB (extra ordinary meeting), baik hal itu atas inisiatif Direksi maupun atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris.
	Pada dasarnya yang berfungsi dan berwenang menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun RUPS LB adalah Direksi. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 79 ayat (1). Penyelenggaraan diadakan RUPS, sepenuhnya merupakan inisiatif dari Direksi. Namun jika direksi berhalangan atau antara direksi dengan perseroan terjadi suatu perselisihan, maka tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan RUPS Tahunan atau RUPS LB dilakukan atas permintaan pemegang saham ataupun Dewan Komisaris, sebagaimana yang diatur Pasal 79 ayat (2) UUPT 2007 :
“ 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil”.
	Permintaan yang disampaikan pemegang saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya, dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Akan tetapi, kadang kala Direksi atau Komisaris sebagai organ perseroan tidak melakukan pemanggilan RUPS dan tidak melaksanakan RUPS yang merupakan tugas dan kewajibannya terhadap perseroan. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 UUPT 2007, dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan (verzoek, petition)[footnoteRef:16] kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. [16: 	 M. Yahya Harahap.,  Hukum Perseroan Terbatas, op.cit., hlm. 319.] 

	Memperhatikan ketentuan di atas, hak pemegang saham mengajukan permohonan hukum terbuka. Harus ditempuh lebih dahulu permintaan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Apabila mereka tidak memenuhi permintaan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal surat permintaan diterima, baru terbuka hak pemegang saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Meskipun permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri berbentuk “permohonan” yang bersifat voluntair, namun menurut Pasal 80 ayat (2) UUPT, sistem pemeriksaannya[footnoteRef:17] : [17:  Ibid., hlm. 320.] 

1. Tidak bersifat ex parte atau tidak hanya memeriksa dan mendengar pemohon saja sebagaimana lazimnya pemeriksaan permohonan;
2. Tetapi bersifat kontradiktoir atau bersifat inter partes:
a) 	Ketua Pengadilan Negeri harus memanggil Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
b) 	juga memanggil dan mendengar pemohon.
	Ketentuan ini bersifat imperative (mandatory rule). Oleh karena itu, Pengadilan tidak dapat mengeluarkan penetapan pemberian izin kepada pemegang saham memanggil RUPS, sebelum memanggil dan mendengar pemohon dan Direksi atau Dewan Komisaris.
	Apabila Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan, hal itu dituangkan dalam bentuk penetapan, maka berdasar Penetapan Pengadilan itu, pemegang saham dimaksud melakukan pemanggilan RUPS dengan Surat Tercatat, dan/atau berbentuk iklan dalam Surat Kabar[footnoteRef:18]. Pemanggilan dilakukan minimal dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan[footnoteRef:19]. Panggilan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara RUPS disertai pemberitahuan ketersediaan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS[footnoteRef:20] . [18:  Vide Pasal 82 ayat (2) UUPT.]  [19: 	 Vide Pasal 82 ayat (1) UUPT.]  [20: 	Vide Pasal 82 ayat (3) UUPT.] 

	Bagaimana akibat hukumnya, apabila pemanggilan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang dikemukakan di atas? Berdasarkan Pasal 82 ayat (5) :
1. RUPS tetap dapat dilangsungkan; dan
2. Keputusan RUPS “tetap sah” dengan syarat :
a. Jika semua pemegang saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS, dan
b. Keputusan RUPS disetujui dengan “suara bulat”.
	Bagaimana halnya kalau Pengadilan menolak permohonan pemegang saham ? Pasal 80 ayat (7) memberi hak kepada pemohon:
1) untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung; dan
2) terhadap putusan kasasi tersebut tidak dimungkinkan mengajukan permohonan peninjauan kembali.
	Hal tersebut ditegaskan juga dalam Penjelasan Pasal 80 ayat (7), bahwa satu-satunya upaya hukum yang mungkin dipergunakan pemohon terhadap penolakan permohonan, hanya upaya hukum kasasi dan tidak mungkin mengajukan peninjauan kembali.
	Dalam hal tidak diselenggarakannya RUPS khususnya RUPS Tahunan oleh Direksi atau Dewan Komisaris, yang pada akhirnya RUPS Tahunan ataupun   RUPS-LB tersebut diselenggarakan oleh pemegang saham, biasanya terjadi dikarenakan adanya perselisihan antara ketiga organ perseroan tersebut. Dan yang lebih tragis lagi, setelah RUPS Tahunan ataupun RUPS-LB telah berhasil diselenggarakan, akan tetapi Keputusan RUPS Tahunan ataupun RUPS-LB tersebut tidak diakui dan tidak memiliki kepastian hukum, yang akhirnya berujung dengan adanya gugatan terhadap hasil keputusan RUPS Tahunan ataupun RUPS-LB tersebut. Padahal sebagaimana disebutkan di atas bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada organ perseroan lainnya.
	Peristiwa di atas, dapat digambarkan dengan kasus yang pernah terjadi pada PT. Kasama Ganda, sebuah perseroan yang berdomisili hukum di Medan. Perusahaan tersebut didirikan oleh beberapa orang dengan memiliki pertalian kekeluargaan, demikian juga halnya dengan pengurus perseroan. Awal permasalahan terjadi ketika adanya perubahan Direksi PT. Kasama Ganda yaitu antara tahun 2012 sampai dengan 2013, tidak dijalankan RUPS tahunan, sehingga diadakan RUPS Luar Biasa sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar PT. Kasama Ganda maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
	Oleh karena tidak diselenggarakannya RUPS Tahunan oleh Direksi maka selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada laporan dan pertanggung jawaban Direksi maupun Dewan Komisaris terhadap perseroan, sehingga tidak pernah dilakukan pembagian keuntungan kepada pemegang saham (deviden).
	Dalam menyikapi kondisi tersebut, pemegang saham telah berulang kali meminta kepada Direksi agar diselenggarakan RUPS, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Direksi. Sehingga akhirnya salah seorang pemegang saham yang juga selaku Direktur menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, dan hasil RUPS LB tersebut diakui dan dijalankan, akan tetapi hasil RUPS LB tersebut tidak dijalankan secara keseluruhan, sehingga timbulnya tuntutan pidana dan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Medan.
 Gugatan perdata tersebut terdaftar dengan Register Perkara Nomor  446/Pdt.G/2015/PN.Mdn, hingga sampai ke tingkat Kasasi. Akan tetapi disini menunjukkan bahwa RUPS atau RUPS LB yang merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, masih belum memiliki kekuatan dan kepastian hukum serta tidak bersifat final bagi para pemegang saham untuk mempertahankan hak-haknya apabila Direksi tidak melaksanakan RUPS Tahunan ataupun RUPS LB.
	Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “Analisis Terhadap Kepastian Hukum Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) (Studi Pada Perkara PT. Kasama Ganda Versus Pemegang Saham) sebagai judul dalam tesis ini. Hal ini dikarenakan adanya hak pemegang saham yang diatur dalam UUPT 2007 Tentang Perseroan Terbatas untuk meminta diselenggarakannya RUPS, akibat dari Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dalam suatu perseroan terbatas?
2. Bagaimana prosedural penyelenggaraan RUPS Luar Biasa menurut peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana analisa perkara PT. Kasama Ganda Versus Pemegang Saham terkait putusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan oleh pemegang saham?

C. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam hal-hal yang telah dirumuskan sebagai permasalahan penelitian. Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian dapat diperinci sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis kedudukan RUPS LB dalam suatu Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007.
2. Untuk menganalisis prosedural penyelenggaran RUPS LB menurut peraturan perundang-undangan
3. Untuk menganalisa perkara PT. Kasama Ganda Versus Pemegang Saham terkait putusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan oleh pemegang saham?

D. Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :
1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis yang akan memperkaya khasanah ilmu hukum guna membangun argumentasi ilmiah sebagai lampu pencari (search light) untuk menemukan kekurangan - kekurangan dalam pendekatan penelitian normatif terhadap hukum perusahaan, dalam hal ini Perseroan Terbatas, limited company by shares. Konsekuensi dari segi ilmiahnya adalah temuan - temuan yang menunjukkan kelebihan dan kekurangan-kekurangan harus diperbaiki agar aturan hukum yang mengatur hukum perusahaan dan perekonomian, khususnya UUPT 2007 yang menjadi fokus ini dapat disempurnakan.
2. Secara praktis
Manfaat praktis penelitian ini juga menyodorkan analisis dan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi pelaksanaan penegakan hukum demi terciptanya iklim usaha yang adil dan kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi pihak yang merasa dirugikan atau khususnya pemegang saham dalam suatu perseroan. Dengan demikian, dapat ikut memberikan andil dalam bentuk pemikiran ilmiah di bidang hukum, yang diharapkan bermanfaat bagi upaya pemulihan ekonomi Indonesia.

E. Keaslian Penelitian 
	Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian dengan judul Analisis Terhadap Kepastian Hukum Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Akan tetapi, ada tesis yang mengangkat masalah RUPS, namun sangat jauh berbeda dengan tesis penulis, yaitu tesis Hasrul Benny Harahap, mahasiswa Pasca Sarjana USU dengan judul tesis “Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas Yang Tidak Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”.
	Dengan demikian tesis ini jelas berbeda dengan tesis yang pernah diangkat sebelumnya, apalagi tesis sebelumnya mengacu pada UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan hanya menganalisis tentang Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan yang tidak melaksanakan RUPS.
	Jadi penelitian ini dapat disebut “asli” sesuai dengan asas - asas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.
Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama, maka peneliti melakukan pengumpulan data tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Kasama Ganda dan berkas Perkara PT. Kasama Ganda,  serta Putusan Pengadilan tentang perkara PT. Kasama Ganda dari tingkat pertama hingga putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). 
      
F. Kerangka Teori dan Konsepsi 
1. Kerangka Teori
Penelitian dalam penyusunan tesis yang berjudul Analisis Terhadap Kepastian Hukum Putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan dikemukakan beberapa teori hukum (legal theory) yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. 
Teori hukum yang pertama sekali digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Positivisme. Teori atau aliran ini sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum positif, semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pandangan yang sangat mengagung - agungkan hukum tertulis pada positivisme hukum ini, pada hakikatnya merupakan penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis itu, sehingga dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum.[footnoteRef:21] [21: 	 H. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 44.] 

Pemahaman terhadap aliran positivisme sangat dipengaruhi oleh dua ahli hukum terkemuka, yaitu Jeremy Bentham dan John Austin yang mengemukakan Command Theory, sementara teori konvensi sosial dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hart.[footnoteRef:22] [22: 	 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  2006), hlm. 39.] 

	Pemahaman tentang hukum tertulis itu berimbas pula pada pemahaman tentang kepastian hukum. Kepastian hukum sudah merupakan cap dagang manakala orang berbicara mengenai hukum. Hukum selalu dibicarakan dalam kaitan dengan kepastian hukum dan oleh karena itu, kepastian hukum sudah menjadi primadona dalam wacana mengeni hukum. Kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.[footnoteRef:23] [23: 	 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, (Jakarta : Buku Kompas, 2008), hlm. 77.] 

	Dengan adanya aturan hukum, baik berupa undang-undang (hukum tertulis) maupun hukum tidak tertulis, yang mengatur secara tegas dan menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua,  berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum dan tegas tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.[footnoteRef:24] [24: 	 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.. 157-158.] 

	Oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “predictability”. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Aveldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Oliver Wendell Holmes dengan pandangan Realismenya. Holmes mengatakan “The prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law”. Oleh Van Aveldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum. Hakim yang akan memutus suatu perkara di Pengadilan harus mengombinasikan tiga hal secara simultan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tugas ini tentu saja tidak mudah dilaksanakan, unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan perlindungan yustisiable atas tindakan seseorang terhadap orang lain, karena hukum telah dianggap sebagai rujukan terakhir untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum ini, dalam teori ilmu hukum, sering digantikan dengan istilah predictability. Maksudnya, penegakan hukum itu idealnya harus dapat “diprediksi”, pihak yang salah akan diputus bersalah dan pihak yang benar akan diputus benar. Predictability ini menjadi elemen amat penting untuk menjaga keadaan hukum dan terciptanya kepastian hukum.[footnoteRef:25]  [25: 	 Ibid.] 

	Kepastian hukum tersebut memang sangat penting bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha. Sudikno Mertokusumo, mengemukakan arti pentingnya kepastian hukum, yaitu :
“Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan     adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hokum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil. Apa pun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. Lex dura, sed tamen scripta (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).[footnoteRef:26] [26: 	Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta : Liberty, Cet. I Edisi Kedua, 1988), hlm. 138.] 


	Berangkat dari pemikiran para pakar hukum di atas, terlihat bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas untuk itu[footnoteRef:27]. [27: 	 Ibid.] 

	Kepastian hukum tidak mungkin dapat terwujud tanpa suatu pranata hukum yang pasti, efisien dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (a predictable, efficient, and enforceable legal order). Wujud dari kepastian hukum itu sendiri oleh Soerjono Soekanto dikemukakan:
“Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi hanya bagi golongan tertentu. Selain itu dapat pula peraturan setempat yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja”.[footnoteRef:28]	 [28: 	 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia, (Jakarta: UI Pres, Cet. 4. 1974), hlm. 56.] 

	
	Bertitik tolak dari pemikiran tentang positivisme hukum dan terciptanya  kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan para pakar di atas dapat diketahui, bahwa undang-undang (hukum tertulis) sehingga tercipta kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha agar adanya ketenangan dan jaminan dalam berusaha.
Dari beberapa pemikiran yang dikemukan oleh para pakar di atas, semakin menguatkan berbagai pendapat bahwa dalam menggerakkan sektor perekonomian lewat pranata hukum perusahaan khususnya Perseroan Terbatas dibutuhkan aturan hukum yang jelas, “predictability” dan “fairness”. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan predictability, maka akan tercapai kepastian hukum. Dengan demikian jelas bahwa teori positivisme, kepastian hukum, memiliki korelasi dalam penelitian ini.
Perseroan Terbatas telah diatur secara tegas dalam undang-undang              (hukum tertulis), yaitu UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di atas, telah disebutkan bahwa Perseroan adalah persekutuan modal (asosiasi modal) yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Maka tidak salah bila dikatakan bahwa sesungguhnya Perseroan adalah :
1) Badan hukum, yaitu subyek hukum mandiri; dan
2) Wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham (persekutuan modal).
	Pengertian yang diberikan di atas memperjelas bahwa perseroan adalah suatu badan hukum mandiri yang memisahkan kekayaan atau tanggung jawab pendirinya yang diakui oleh Negara, yang mempunyai personalia tersendiri terlepas dari pemegang sahamnya. Perseroan dicirikan pada sifat tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang sahamnya, dan keberadaannya yang diakui secara terus menerus. Keberadaan status badan hukum dan karenanya sifat pertanggungjawaban terbatas pada pemegang sahamnya ditentukan oleh saat “incorporation”-nya. Dengan telah dinyatakannya suatu perusahaan sebagai incorporated, maka status badan hukum dengan sifat tanggung jawabnya yang terbataspun hadir demi hukum bagi kepentingan pemegang saham perseroan. Di Indonesia, UUPT menyatakan saat incorporation adalah saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.[footnoteRef:29]	 [29: 	 Pasal 7 ayat (4) UUPT menyebutkan : Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.] 

	Pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai cirri - ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:[footnoteRef:30]	 [30: 	 Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 11. ] 

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri,          dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
5. Keberadaanya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
6. Pertanggung jawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.
	Dari penjelasan yang diberikan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu karakteristik mendasar dari suatu perseroan terbatas sebagai corporation adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari perseroan terbatas.
	Dalam ilmu hukum dikenal “doktrin keterbatasan tanggung jawab dari suatu badan hukum”. Artinya, secara prinsipil setiap perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum hanya badan hukum itu sendiri yang bertanggung jawab. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkan.[footnoteRef:31] Hal ini berarti bahwa harta kekayaan pribadi para pemegang saham tidak ikut dipertanggung jawabkan sebagai tanggungan perikatan yang dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan.[footnoteRef:32] Prinsip atau asas ini dalam hukum perseroan dinamakan dengan “the doctrine of separate legal personality of a company atau the principle of the company’s separate legal personality”, yang disingkat dengan sebutan “doctrine of separate corporate personality”.[footnoteRef:33] [31: 	 Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Pardigma Hukum Bisnis, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 125.]  [32: 	 Ciri utama suatu badan hukum  adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi para pemegang saham. Dengan demikian, para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang dimasukkannya.]  [33: 	 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung : Alumni, 2004), hlm. 149.] 

	Keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham dalam hukum perseroan merupakan suatu hal yang sudah sejak lama menjadi perdebatan dalam hukum perseroan[footnoteRef:34]. Memang tidak dapat disangkal bahwa keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham perseroan ini meningkatkan secara signifikan penggunaan korporasi sebagai salah satu modal usaha.  Sifat pertanggungjawabannya yang terbatas itulah yang menyebabkan kemajuan dalam berbagai bidang yang ada dalam masyarakat[footnoteRef:35]. [34: 	 Douglas G Smith, “Piercing the Corporate Veil in Regulated Industries”, George Mason University Law and Economics, Research Paper Series 08-08, hlm. 4, http://ssrn.com.abstract_id=1090027.]  [35: 	 Ibid., hlm. 45.] 

	
2.  Konsepsi
	Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka diberikan defenisi terhadap hal-hal sebagai berikut :	
1) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.[footnoteRef:36] [36: 	 Vide Pasal 1 angka 1 UUPT.] 

2) Badan hukum mandiri adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut sebagai legal entity, yang memisahkan kekayaan atau tanggungjawab pendirinya.[footnoteRef:37] [37: 	 I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Op. Cit. Hlm. 127] 

3) Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
4) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi ata Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
5) RUPS Luar Biasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah RUPS lainnya yang dalam praktik sering dikenal dengan RUPS Luar Biasa. Yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) yang menyebut RUPS lainnya. Dalam praktik disingkat RUPS LB: yang diadakan setiap waktu dan digantungkan berdasar kebutuhan untuk kepentingan perseroan.
6) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[footnoteRef:38] [38: 	 Vide Pasal  1 angka 5 UUPT.] 

7) Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-raguan (multi-tafsir), dan logis dalam artian ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.[footnoteRef:39]  [39: 	 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia, Op. Cit., hlm. 54.] 

8) Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatiif tersebut bersama konsekuensinya[footnoteRef:40]. [40: 	 Prof. R. Subekti, SH., Hukum Acara Perdata, Bandung-Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 125.] 

9) Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan. Penetapan diambil berhubung dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan “yurisdiksi voluntair” atau dalam hal Pengadilan ( hakim ) melakukan suatu tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemeriksaan terhadap dua pihak yang saling berhadapan. Terhadap Penetapan hanya dapat diajukan “BANTAHAN” (verzet) dari permohanan yang diajukan tersebut. [footnoteRef:41] [41: 	 Ibid. .] 

10) Yang dimaksud dengan Fiduciary Duty adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain (perseroan).[footnoteRef:42]  [42: 	 I.G. Rai Widjaya, Loc.Cit. hal. 222.] 


G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitan yang bersifat deskriftif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.[footnoteRef:43] Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena hukum yang terkait dengan kepastian hukum dalam Perseroan Terbatas, akan tetapi lebih ditujukan untuk menganalisis fenomena-fenomena hukum tersebut dan kemudian mendeskripsikannya secara sistimatis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. [43: 	 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6.] 


2. Sumber Data Penelitian 
Untuk memperoleh hasil data yang akurat dan signifikan, data dikumpulkan melalui studi pustaka yang dihimpun dan diolah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif[footnoteRef:44]. Penelitian deskriptif lebih mengutamakan data sekunder atau library research, yakni : [44: 	 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hlm. 3.] 

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 April 2016 Nomor : 446/Pdt.G/2015/PN/Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Maret 2017 Nomor: 386/PDT/2016/PT-MDN, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Nopember 2018 Nomor : 3030 K/Pdt/2018, Akta Berita Acara RUPS LB No. 48, 49, 50, 51 dan Akta Berita Acara Nomor : 111 tertanggal 23 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan.
b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato, majalah, dan jurnal-jurnal hukum.
c. Bahan Hukum Tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris, Indonesia, Belanda dan ensiklopedia, dan lain-lain. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya - karya ilmiah lainnya.
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen. 
Pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengkategorian data - data tersebut berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang sudah dipilih.[footnoteRef:45] [45:  Munir Fuady,  Dinamika Teori Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, Agustus 2007), hlm. 6.] 


4. Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan dengan studi dokumen tersebut selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara induktif. Artinya Kepastian Hukum Putusan RUPS LB yang merupakan judul dari tesis dapat dianilis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara aspek yang satu dengan yang lainnya.
Setelah dokumen perkara PT. Kasama Ganda baik itu tentang penyelenggaraan RUPS LB, Akta Berita Acara RUPS LB dan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dikumpulkan, data tersebut kemudian diabstraksi untuk menentukan konsep-konsep yang lebih umum. Konsep yang lebih umum sebagai hasil abstraksi merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan yang dalam pendiskripsiannya didukung oleh argumentasi-argumentasi yang diperoleh dari data-data sekunder yang sudah ada. Dengan demikian data yang dikumpulkan, termasuk kaidah-kaidah hukum merupakan data berkarakter khusus sedangkan hasil abstraksi dari data tersebut adalah konsep yang bersifat lebih khusus, sesuai dengan pendekatan logika induktif.































BAB II


KEDUDUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DALAM PERSEROANTERBATAS

Sejarah perkembangan duniausaha di Indonesia, sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah dikenal bentuk-bentuk usaha dalam kegiatan perdagangan, yaitu usaha bersama, firma, persekutuan komanditer (CV) dan perseroan terbatas (PT). Dari jenis usaha perdagangan yang dikenal tersebut hanya perseroan terbatas yang mempunyai sifat pertanggung jawaban terbatas.
Menurut ketentuan Pasal 1654 KUHPerdata menyebutkan bahwa semuaperkumpulan, termasuk perseroan terbatas yang telah memperolah status badan hokum dari pejabat yang berwenang dianggap telah berdiri dengan sah dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perubahan kekuasaann yaitu membatasinya, atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.
Para pengurus dari badan hukum, jika tidak ditentukan sebaliknya dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam peraturan perundang-undangan memiliki kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama badan hokum tersebut. Pengurus badan hukum memiliki kuasa untuk mengikatkan badan hukum dengan pihak ketiga dan untuk bertindak mewakili dalam sidang pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun sebagai tergugat.	Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang tidak memiliki kuasa untukmelakukan perbuatan hukum hanya mengikat badan hukum jika dikemudian hariditerima dengan sah melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar danperaturan perundang-undangan. Jika dalam akta pendirian, surat perjanjian, atauperaturan perundang-undangan tidak ditentukan pengurus dari badan hukum, tidak seorang anggota pun yang memiliki kuasa untuk bertindak atas nama badan hokum itu dengan cara lain.
Sebelum peneliti menguraikan mengenai kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Perseroan Terbatas, ada baiknya peneliti uraikan terlebih dahulu apa saja yang menjadi Organ Perseroan Terbatas. Menurut ketentuan Pasal1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT), Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda satu sama lain di dalam UUPT. Namun perbedaan tersebut memiliki fungsi yang terkait dengan tujuan untuk menjalankan perseroan dengan sebaik-baiknya.
A. [bookmark: _TOC_250011]Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Organ Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPT, Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
Setiap pemegang saham mempunyai hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT2007) mengatur ketentuan yang menegaskan hak tersebut. Begitu juga Anggaran Dasar Perseroan, mengatur ketentuan Perseroan harus mengadakan RUPS paling tidak satu kali satu tahun. Pada dasarnya, dalam RUPS pemegang saham melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan Perseroan yang dilakukan direksi.46
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengatur mengenai RUPS pada BAB VI, yang terdiri atas Pasal 75-91. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas diaturpada BAB VI, yang terdiri atas Pasal 63-78. Jumlah pasal yang mengatur RUPS dalam kedua undang-undang ini, boleh dikatakan hampir sama. Namun demikian, pengaturannya secara substansial jauh lebih luas dan komprehensif pada UUPT 2007. Pada alinea kelima Penjelasan Umum mempertegas ketentuan Organ Perseroan yang menyangkut Penyelenggaraan RUPS dari yang dulu diatur pada UUPT 1995. Misalnya memanfaatkan perkembangan teknologi, sehingga RUPS dapat dilakukan pemegang saham melalui media elektronik telekonferensi, videokonferensi atau sarana media teknologi lainnya. Oleh karena tesis ini menyangkut permasalahan RUPS, maka permasalahan RUPS yang lebih banyak diuraikan dan dibicarakan di bawah ini.
46JamesDCox,ThomasLeeHazen,HedgeONeil,Corporation,AlpenLaw&Business,1997,hal.306.



1. Kewenangan RUPS

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UUPT, Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undangini dan/atau anggaran dasar.
Dari rumusan ini terlihat bahwa dalam suatu badan usaha yang berbentuk PT masalah modal yang dalam UUPT dikenal dengan istilah saham, sangat dominan. Artinya dalam PT yang diutamakan adalah modal. Oleh karena itu siapa yang memegang modal yang paling banyak, maka suaranya dalam rapat juga paling banyak. Artinya dengan komposisi saham yang dimiliki cukup banyak atau mayoritas sebagai pemegang saham, maka dapat menentukan kebijakan perusahaan melalui RUPS.47
Mengingat keberadaan organ RUPS sangat penting dalam PT, segala keputusan yang hendak diambil pun harus mengacu kepada aturan main dalam PT. Aturan main yang dimaksud selain ketentuan perundang-undangan dalam PT, anggaran dasar PT juga merupakan ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang usaha PT yang bersangkutan. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 4 UUPT, terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kemudian kewenangan RUPS, dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 75 UUPT, yakni sebagai berikut :


47Sembiring,Sentosa,HukumPerusahaanTentangPerseroanTerbatas,Bandung,NuansaAulia,2006,hal.34-35.

(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang tidak ditentukan dalam Undang-Undangini dan/atau anggaran dasar.
(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
(3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
Dari ketentuan Pasal 75 UUPT tersebut, dapat diketahui RUPS sebagai organ tertinggi dari PT mempunyai wewenang yang cukup luas. Namun tidak berarti RUPS dalam menjalankan wewenangnya bertindak tanpa batas, dalam arti RUPS dalam menjalankan tugasnya harus tunduk kepada UU dan ADPT, sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 4 UUPT. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 UU PT disebutkan, “Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk mentaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (goodcorporategovernance) dalam menjalankan Perseroan. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang



berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini, yang berlaku adalah Undang-Undang ini.
Dari penjelasan Pasal 4 UUPT diatas, ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh RUPS ketika hendak mengambil suatu keputusan. Asas yang dimaksud adalah asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tatakelola Perseroan yang baik (good corporate governance). Makna yang terkandung mengenai modal dalam asas ini adalah sekalipun dalam PT modal memegangperan yang cukup dominan, namun RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang sewenang-wenang. Artinya harus memperhatikan pemegang saham minoritas.
Jadi secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun, hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (separation of power) yangdiatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang dimiliki.
Jika dideskripsikan, kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan UUPT 2007, antara lain sebagai berikut :

1 Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yangtimbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (vide. Pasal13 ayat (1) UUPT 2007);
2 Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semuaanggota Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (vide. Pasal 14 ayat (4) UUPT 2007);
3 Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS (vide Pasal 19 ayat (1) UUPT 2007);
4 Memberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (vide Pasal 38 ayat (1) UUPT 2007);
5 MenyerahkankewenangankepadaDewanKomisarisgunamenyetujuipelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (vide. Pasal 39 aya t(1) UUPT 2007) ;
6 Menyetujui penambahan modal Perseroan (vide Pasal 41 ayat (1) UUPT2007);
7 Menyetujui pengurangan modal Perseroan (vide Pasal 44 ayat (1) UUPT2007);
8 Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian (vide Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (3) UUPT 2007);
9 Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuanganserta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (vide Pasal 69 ayat (1) UUPT 2007);

1) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (vide Pasal 71 ayat (1) UUPT 2007);
2) Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (vide Pasal 92 ayat (5) UUPT 2007);
3) Mengangkat anggota Direksi (vide Pasal 94 ayat (1) UUPT 2007);
4) Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (vide Pasal 96 ayat (1) UUPT 2007);
5) Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (vide Pasal 99 ayat (2) huruf c UUPT 2007);
6) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk:
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan, atau
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan,
Perserujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (vide Pasal 102 ayat (1) UUPT 2007);
7) Memberi persertujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailitatas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (vide Pasal 104 ayat (1) UUPT 2007);
8) Memberhentikan anggota Direksi (vide Pasal 105 ayat (2) UUPT 2007);
9) Menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (vide Pasal 106 ayat (7) UUPT 2007);

10) Mengangkat anggota Dewan Komisaris(vide Pasal 111 ayat (1) UUPT 2007);
11) Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (vide Pasal 113 UUPT 2007);
12) Mengangkat Komisaris Independen (vide Pasal 120 ayat (2) UUPT 2007);

13) Memberi persertujuan atas Rancangan Penggabungan (vide Pasal 223 ayat (3) UUPT 2007);
14) Memberi persertujuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan (vide Pasal127 ayat (1) UUPT 2007);
15) Memberi keputusan atas pembubaran Perseroan (vide Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT 2007);
16) Menerima pertanggungjawaban likuiditor atas penyelesaian likuidasi (vide Pasal 143 ayat (1) UUPT 2007)48.
Dari penjelasan di atas dapat dilihat, disamping kewenangan umum yangdirumuskan pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 75 ayat (1), terdapat lagi kewenanganyang bersifat spesifik berupa pemberian persetujuan atas tindakan Direksi atau Dewan Komisaris atau mengeluarkan penetapan atas perbuatan hukum tertentu seperti yang dijelaskan satupersatu pada deskripsi tersebut.


2. Tempat RUPS Diadakan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah rapat yang dilakukan olehpara pemegang saham (aandel houder, shareholder) dalam kedudukan hokum mereka sebagai pemilik Perseroan. Setiap rapat harus jelas ditentukan tempat pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu Pasal 76 UUPT 2007, telah menggariskan ketentuan dimana saja tempat RUPS dapat diadakan. Agar pelaksanaannya sah menurut hukum harus dilakukan berdasarkan alternatifdi bawah ini.
a. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan
Ketentuan agar RUPS sah diadakan, harus diselenggarakan/diadakan ditempat kedudukan Perseroan. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUPT 2007, tempat kedudukan Perseroan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan hal itu harus ditentukan tegas dalam AD. Adapaun menurut Penjelasan Pasal 5 ayat (1), tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan “Kantor Pusat” (Head Office) Perseroan.
Bertitik tolak dari ketentuan diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 76 ayat
(1) agar RUPS sah dilangsungkan, harus dilakukan di tempat kedudukan Kantor Pusat Perseroan. Demikian patokan pertama menentukan kebolehan melangsungkan RUPS. Harus dilakukan di tempat kedudukan Perseroan, yakni ditempat kedudukan Kantor Pusat Perseroan. Namun, perlu diperhatikan syarat yang ditentukan Pasal 76 ayat (3), agar RUPS ditempat kedudukan Perseroan sah apabila kedudukannya terletak di Wilayah Negara Republik Indonesia.

48 Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Juni,2009,hal 307-308.

b. Ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya
Alternatif kedua yang dapat ditempuh melangsungkan RUPS, adalah ditempat kegiatan usaha utama Perseroan. Berdasar ketentuan ini, apabila kegiatan usaha utamanya tidak dilakukan di tempat kedudukan Perseroan, tetapi dilakukan ditempat lain, RUPS dapat dilangsungkan ditempat tersebut. Akan tetapi, undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan usahanya yang
	utama. Hal itu bisa menimbulkan permasalahan apabila Perseroan mempunyai kegiatan yang hampir sama utamanya di beberapa tempat. Dalam kasus yang demikian, bagaimana menentukan kriteria yang mana di antaranya yang dianggap sebagai kegiatan usahanya yang utama.
Barangkali didasarkan pada kriteria kegiatan usahanya “yang paling” utama. Dimana kegiatan usahanya yang paling utama, ditempat itu RUPS dapat dilangsungkan. Sekiranya kegiatan usahanya yang utama relative sama, RUPS dapat dan sah dilakukan pada salah satu tempat tersebut.
Akan tetapi kebolehan melangsungkan RUPS ditempat kegiatan usahau tama Perseroan, harus memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 76 ayat (3) yakni tempat tersebut harus terletak diwilayah Negara Republik Indonesia.
c. Dimungkinkan mengadakan RUPS dimana saja
Ketentuan Pasal 76 ayat (4) menyebutkan, “Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu harus terletakdi wilayah Negara Republik Indonesia”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) tersebut, RUPS dapat diadakan dimanapun, namun harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1) RUPS dihadiri dan/atau diwakili “semua” pemegangsaham;
2) Semua pemegang saham menyetujui;
3) Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu;
4) Tempat RUPS diadakan harus terletak diwilayah Negara Republik Indonesia.


	Syarat- syarat diatas harus dipenuhi, agar RUPS dapat diadakan dimanapun diluar tempat kedudukan Perseroan maupun diluar kegiatan usahanya yang utama. Selanjutnya, RUPS yang diadakan dimana saja pun sesuai syarat-syarat yang dikemukakan tersebut diatas, hanya dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Dari penjelasan diatas, RUPS dapat diadakan di beberap tempat, asal terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

3. Penyelenggaraan RUPS

Menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) UUPT menyebutkan, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau yang lebih dikenal dengan istilah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, baik yang tahunan maupun RUPS Luar Biasa dituangkan dalam Berita Acara Rapat.
RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir disampaikan oleh Direksi setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT,harus memuat sekurang-kurangnya, yaitu :
a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahunbuku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;

c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

g. Gaji dan tunjangan bagian aggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang barulampau.49
Untuk menyelenggarakan RUPS, direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Namun untuk hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat. Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka dilakukan dalam dua surat kabar harian. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.50
Perseroan wajib memberikan salinan bahanrapat kepada pemegang saham secara cuma-cuma. Jika pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan tetap sah jika RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat. Bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam dua surat kabarharian.Pengumuman tersebut dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS.


49Sembiring,Sentosa,HimpunanPeraturanPerundang-UndanganRI,Undang-UndangNomor40Tahun2007TentangPerseroanTerbatas,Bandung:NuansaAulia,Agustus,2007.Hal.61-62
50SatrioWicaksono,Frans,TanggungJawabPemegangSaham,Direksi,DanKomisarisPerseroanTerbatas(PT),Jakarta Selatan, Visimedia,2009,hal. 22-23.

Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya. Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Setiap saham yang dikeluarkan memiliki satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak memiliki hak suara. Saham induk perusahaan yang tidak dimiliki oleh anak perusahaannya juga tidak memiliki hak suara.51
RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan lain,. Jika kourum tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua, yang harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.
RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS pertama. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Namun, jika kuorum RUPS kedua tetap tidak tercapai, Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan untuk mendapat menetapkan kuorum.
 

51Ibid.

Keputusan RUPS untuk mengubah anggaran dasar sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 bagian darijumlah suara tersebut. Jika kuorum tidak tercapai, dalam RUPS kedua keputusantersebut tetap sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.
Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara tersebut.
Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tandatangan ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
Dalam anggaran dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat. Jika anggaran dasarmengatur ketentuan cara lain dari rapat tersebut di atas, keputusan dapat diambil jika semua pemegang saham dengan hak suara yang sah telah menyetujui secara tertulis, baik mengenai cara maupun keputusan yang diambil.52


B. [bookmark: _TOC_250010]DIREKSI
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UUPT, Direksi adalah Organ Perseroanyang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dengan batas yang ditentukan oleh Undang-undang dan/atau anggaran dasar.
Menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) UUPT, yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hokum kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah :
1. Dinyatakan pailit;
2. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa kewenangan RUPS untuk melakukan pencalonan, pengangkatan,dan pemberhentian anggota direksi, dilakukan oleh komisaris atas nama RUPS. Direksi bertanggung jawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan,

52Ibid.


serta mewakiliperseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jika anggota direksi terdirilebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perseroan dan atau anggaran dasar. Anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota direks isebagaimana tersebut diatas. Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan jika:
a. Terjadiperkaradidepanpengadilanantaraperseroandananggotadireksiyangbersangkutan;atau
b. Anggota direksi yang bersangkutan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.53
4. Untukmengantisipasijikaterdapatkeadaandireksitidakberwenangmewakili perseroan di dalam, di dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan jika terdapat keadaan tersebut. Jika anggaran dasar tidak menetapkan itu, RUPS mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untukmewakili perseroan. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab menjalankan tugas dan kepentingan dan usaha perseroan. Setiapanggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.54
	Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat bertindak atas nama perseroanuntuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalainnya menimbulkan kerugian pada perseroan.

53Vide,:Pasal99ayat(1)Undang-UndangNomor40 Tahun 2007TentangPerseroanTerbatas.

Menurut ketentuan Pasal 100 UUPT menyebutkan, direksi wajib:

a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya disimpan ditempat kedudukan Perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.55
Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atas keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain. Direksi wajib meminta persertujuan RUPS terlebih dahulu untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.Namun,
perbuatan hukum untuk mengalihkan dan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan tersebut tidak boleh merugikan pihak 

54SatrioWicaksono,Frans,Op.Cit,hal.26.

ketigayang mempunyai itikad baik. Keputusan RUPS untuk menyetujui pengalihan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah,
jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling seidikit ¾ bagian dari jumlah suara tersebut. Perbuatan hukum untuk mengalihkan dan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan tersebut diumumkan dalam dua surat kabar harian paling lambat 30 hari terhitung sejak perbuatan hokum tersebut dilakukan.
Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lainu ntuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu.
Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan dari RUPS. Namun jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.


55Vide.Pasal 100 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007Tentang PerseroanTerbatas
	Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatuketentuan lebihlanjut mengenai makna pengurusan perseroan oleh direksi. Fred B.G. Tumbuan dalam“ Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS PerseroanTerbatas” yang dikutip Gunawan Widjaja (2004), mengatakan bahwa kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada direksi untuk kepentingan perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subjek hukum mandiri (Persona standi in judicio). Dalam menjalankan fungsinya tersebut, direksi perseroan terikat pada kepentingan perseroan sebagai badan hukum.
Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Padaprinsipnya ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan,yaitu sebagai berikut:
a. Fungsi manejemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi menejemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan Geschaftsfuhrungs-befugnis, dan menurut Tri Budiyono (2011;167) fungsi manajemen/pengelolaan menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan, maka dirinya harus dilengkapi otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan (perbuatan) hukum. Dengan kata lain ia harus bertindak sebagai subyek hukum.
b. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan diluar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan diluar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan Vertretungsmacht (Munir Fuady,2002:32). Fungsi representasi menurut Tri Budiyono (2011:167-168) sejatinya menjadi perwujudan subjek hukum yang melekat pada perseroan terbatas sebagai subjek hukum (legalentity atau rechtpersoon). Dengan fungsi representasi ini Direksi melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas sebagai pribadi (baca subyek hokum alamiah/natuurlijkepersoon) tetapi bermetamorfose pada perseroan. Dalam fungsinya yang demikian seringkali dikatakan bahwa Direksi menjadi personifikasi dari perseroan terbatas. Dalam hal ini mempertegas bahwa perseroan sebagai subyek hukum sejatinya hanya merupakan konstruksi hukum. Ia hanya dapat dipahami secara virtual melalui konstruksi hokum berfikir yang kemudian dikukuhkan dan diakui eksistensinya secara yuridis.
Keberadaan dan fungsi Direksi perseroan terbatas berdasarkan UUPT dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:
	Pasal 1 ayat (2) UUPT yang menyatakan organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham,direksi dan komisaris.
a. Pasal 1 ayat (5) UUPT yang menyatakan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
b. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi.
c. Pasal 97 jo Pasal98 UUPTyang menyatakan,direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupundi luar pengadilan.
d. Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan, setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksiakan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatanperseroan,sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (intra vires) dan tidak melampui batas kewenangannya. Selama Direksi melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya (intravires) ,maka sudah selayaknyalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, walaupun Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPerdata merumuskan bahwa :
a. Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena
Perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan olehbarang- barang yang berada dibawah pengawasannya (Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata).
b. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan, atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya (Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata).
Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut, termasuk apabila mengalami kerugian atau kepailitan. Hal inilah yang dimaksud dengan doktrin bussiness judgement rule. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan Perseroan,yang dilakukan diluar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar (ultra vires), dapat tidak diakui oleh atau sebagai tindakanperseroan. Dengan ini, berarti direksi bertanggungjawab secara pribadi atas setiap tindakannya yang diluar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.

C. [bookmark: _TOC_250009]KOMISARIS
Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan adalah Komisaris (I.G,RaiWidjaja,2000: 253).
Keberadaan Komisaris dalam suatu perseroan menurut Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD) bukanlah suatu keharusan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHD.
Sebaliknya keberadaan Komisaris dalam UUPT dinyatakan dengan tega ssebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan, Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) UUPT yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Mengenai tugas Dewan Direksi tersebut dipertegas dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap perseroan dan memberikan pengarahan (directing) kepada Direksi (TriBudiyono,2011:186). Dengan demikian Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasehat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (Rachmadi Usman, 2004:193).
Walaupun tanggungjawab Direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi (procuratiehouder) dari RUPS dan harus bekerja secara professional (selaku duty of skill and care), bukan berarti bahwa Komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian atas perseroan. Selain Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi/anggota Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hokum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan Komisaris tersebut, Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi/anggota Direksi atas persetujuanKomisaris.

D. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Perseroan Terbatas
Rapat Umum Pemegang Saham merupakan salah satu organ dari Perseroan Terbatas disamping Direksi dan Komisaris. Bila dalam Undang-UndangNomor 1 Tahun 1995, RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Ketentuan mengenai RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah Perseroan Terbatas telah dihilangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas adalah samadengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi dan Komisaris. RUPS, Direksi dan Komisaris adalah sederajat, yang membedakan antara ketigaorgan Perseroan Terbatas tersebut adalah soal pembagian wewenang. Menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan/atau Komisaris. Dengan kata lain RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini/atau anggaran dasar. Selain itu dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan Terbatas.
Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Sesuai dengan namanya RUPS merupakan forum di mana para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas. RUPS merupakan salah satu organ dari Perseroan Terbatas disamping Direksi dan Komisaris. Bila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Ketentuan mengenai RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah Perseroan Terbatas telah dihilangkan di dalam Undang-Undang Nomor40Tahun 2007.
Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas adalah samadengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi dan Komisaris. RUPS, Direksi dan Komisaris adalah sederajat, yang membedakan antara ketigaorgan Perseroan Terbatas tersebut adalah soal pembagian wewenang. Dengan demikian, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
Selain itu dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan Terbatas.11 Adapun hak pemegang saham ntuk melihat daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 4 serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
RapatUmumPemegangSahamterdiridariRUPStahunandanRUPSlainnya.RUPS tahunanwajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulansetelah tahun buku terakhir. RUPS tahunan ini dapat diajukan atas permintaan 1(satu) orang atau lebih pemegangsaham atau Dewan Komisaris, sedangkan RUPSlainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan Terbatas. Dalam praktek yang dimaksud dengan RUPS lainnya dikenalsebagaiRUPSLuar Biasa.
Penyelenggaraan RUPS lainnya dapat dilakukan atas permintaan :
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili1/10(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil,atau
b. DewanKomisaris.
Permintaan untuk mengadakan RUPS lainnya diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya. Permintaan tersebut tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Terhadap permintaan RUPS ini, Direksiwajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
Dalam hal Direksi tidak melakukan RUPS dalam waktu15 (lima belas) hari
Sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka:
a. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS
Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang tercantum dalam surat tercatat sebagaimana yang diajukan Direksi.
Pelaksanaan RUPS adalahbagian dari tugas Direksi,karena itu yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direksi. Hal ini jelas terlihat dalam rumusan Pasal 79 ayat1Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan di dahului dengan pemanggilan RUPS sebagaimana pemaparan sebelumnya.

BAB III
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG 
SAHAM LUAR BIASA
A. [bookmark: _TOC_250008]HAK PEMEGANG SAHAM
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasaryang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkandalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.56 Atas dasar ketentuan in imaka terdapat hubungan hokum antara pemegang saham dengan Perseroan yang melahirkan hak dan kewajiban pemegang saham. Kewajiban pemegang saham adalah melakukan penyetoran atas bagian saham yang diambilnya dalam suatu Perseroan. Sedangkan hak dari pemegang saham yaitu antara lain adalah :
a. Menghadiri dan mengeluarkan hak suara untukmengambil keputusan dalamRUPS,menerimapembagiandividendansisakekayaandalamproseslikuidasi;57
b. Melihat daftar khusus dan daftar pemegang saham yang disediakan ditempatkedudukan Perseroan;58
Menawarkan saham yang dimilikinya kepada pemegang saham tertentu, atau pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dananggaran dasarPerseroan;59
56Indonesia(B),Ps.1ayat1.
57Ibid.,Ps.52ayat1.
58Ibid.,Ps.50ayat4.
a. Mempertahankan saham yang dimilikinya terhadap setiap orang olehkarenakepemilikansahamsebagaibendabergerakmemberikanhakkebendaankepada pemiliknya. Hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan pada setiaporang;60
b. PemegangsahamberhakuntukmengajukangugatankepadaPengadilanapabila:
i. Tindakan Perseroan merugikan pemegang saham dan dianggaptidak adilsertatanpaalasanyangwajarsebagaiakibatkeputusanRUPS,DireksiatauDewan Komisaris;61
ii. Adanya tindakan Direksi yang menimbulkan kerugian kepada PerseroanyangdisebabkanolehkesalahanataukelalaiananggotaDireksitersebut;62
iii. Adanya tindakan Dewan Komisaris yang menimbulkan kerugian kepadaPerseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota DewanKomisaris tersebut.63
a. Meminta Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan Perseroan yang dianggapnya merugikan pemegang saham dan Perseroan,yang berupa;64
i. perubahan anggarandasar;

59Ibid.,Ps.58.
60Ibid.,PenjelasanPs.60ayat1.
61Ibid.,Ps.61.
62Ibid.,Ps.97ayat6.
63Ibid.,Ps.114ayat6.
64Ibid.,Ps.62ayat1.


ii. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (limapuluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
iii. penggabungan, peleburan, pengambilalihan,atau pemisahan.
b. Berhak untuk memperoleh dividen dalam hal Perseroan memperoleh laba bersih, sepanjang RUPS tidak menentukan lain;65
c. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;66
d. memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS danlaporantahunan,sertamendapatkansalinanrisalahRUPSdansalinanlaporantahunan.67
 Dalam pasal1ayat3 UUNo.1/1995, RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam praktek kata-kata	”memegang	kekuasaan	tertinggi”	sering kali	menimbulkan	berbagai penafsiran, ada yang berpandangan bahwa dengan memegang kekuasaan tertinggi maka kekuasaan dalam Perseroan terpusat pada RUPS, bahkan kadangkala dikatakan RUPS mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam Perseroan. Dengan pandangan seperti itu menimbulkan penafsiran bahwaa paying diputuskan dalam RUPS merupakan sesuatu hal yang harus dipatuhi terutama oleh Direksi Perseroan.Perkataan“kekuasaan tertinggi” sebagaimana dinyatakan dalam pasal1ayat3
65Ibid.,Ps.71ayat2.
66Ibid.,Ps.75ayat2.
67Ibid.,Ps.100ayat3.

UUNo.1/1995 telah dihapuskan dalam UUPTNo.40/2007. Dengan dihapuskannya perkataan tersebut maka kedudukan ketiga organ Perseroan tidaklagi berjenjang.KewenanganDewanKomisarisdanatauDireksibukanlahberasaldariRUPS,melainkan berasal dari Undang-Undang dan anggaran dasar Perseroan tersebut.Contohnya dalam pasal 92 ayat1 UUPTNo.40/2007 dimana Direksi diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi tidaklah harus selalu menjalankan keputusan RUPS, karena Direksi tidak bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Direksi berhak untuk tidak melaksanakan keputusan RUPS apabila keputusan RUPS tersebut bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

B. [bookmark: _TOC_250007]KEWENANGANRUPSDALAMUUPT No.40/2007
RUPS sebagai organ Perseroan yangmewakili kepentingan parapemegangsaham sudah sewajarnya mempunyai suatu halyang tidak dimilikioleh Direksidan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPTNo. 40/2007 dananggarandasar.68
Jika Undang-Undang tidak secara tegasmenyatakan sesuatu kekuasaan tidaktermasuk ke dalam kewenangan Direksiataupun Dewan Komisaris, kewenangan tersebut menjadi kewenangan RUPS. Direksi dan Dewan Komisaris hanya mempunyai kewenangan sejauh yang di berikan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
68Indonesia(B),op.cit.Ps.75ayat1.

Dengan demikian kewenangan RUPS ini merupakan wewenang eksklusif. Namun demikian kewenangan eksklusif tersebut dapat juga di delegasikan jika hal tersebut memang diperbolehkan oleh UUPT No. 40/2007 dan anggaran dasar Perseroan.Wewenang RUPS yang diatur dalam UUPT No. 40/2007, antara lainadalah:
a. Mengubah anggaran dasar Perseroan;69
b. Menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain,selainuang;70
c. Membeli kembali saham yang dikeluarkan;71
d. Menambah modal Perseroan;72
e. Mengurangi modal Perseroan;73
f. Menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan;74
g. Menyetujuil aporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;75
h. Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.76 RUPS juga berwenang untuk menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan dan/atau pembagian lain sepertitantiem, bonus untuk karyawan;77
69Ibid.,Ps.19.
70Ibid.,Ps.34.
71Ibid.,Ps.38.
72Ibid.,Ps.41.
73Ibid.,Ps.44.
74Ibid.,Ps.64ayat2.
75Ibid.,Ps.69.
76Ibid.,Ps.71 ayat1.
77Ibid.,PenjelasanPs.71ayat1.

i. Mengangkat Direksi;78
j. Menetapkan peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantaraanggota Direksi;79
k. Mengangkat pihak lain dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;80
l. Menyetujui pengalihan atau dijadikannya kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang;81
m. Menyetujui Direksi untuk mengajukan permohonan pailitatas Perseroan sendiri ke Pengadilan Negeri;82
n. Memberhentikan anggota Direksi;83
o. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris;84
p. Mengangkat Dewan Pengawas Syariah;85
q. Mengangkat Dewan Komisaris;86
r. Mengangkat Komisaris Independen;87
s. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;88




78Ibid.,Ps.94.
79Ibid.,Ps.92ayat5.
80Ibid.,Ps.99ayat2.
81Ibid.,Ps.102ayat1.
82Ibid.,Ps.104ayat1.
83Ibid.,Ps.4ayat5 joPs.105.
84Ibid.,Ps.106 ayat1 dan6.
85Ibid.,Ps.109 ayat2.
86Ibid.,Ps.111.
87Ibid.,Ps.120ayat2.
88Ibid.,Ps.118ayat1.

t. Memberhentikan anggota Dewan Komisaris secara tetap ataus ementara;89
u. Menyetujui rancangan penggabungan Perseroan;90
v. Menyetujuip engambilalihan Perseroan;91
w. Membubarkan Perseroan;92
x. Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atas likuidasi Perseroan yang dilakukannya.93
RUPS juga dapat menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada organ Perseroan lain yakni Dewan Komisaris dalam hal-hal tertentu, seperti:94
a. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan untuk jangka waktu palinglama 1 tahun. Penyerahan kewenangan inidapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.95
b. Menambah modal Perseroan untuk jangka waktu paling lama1 tahun.96
c. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.97
Namun demikian penyerahan kewenangan ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.


89Ibid.,Ps.111jo119.
90Ibid.,Ps.123.
91Ibid.,Ps.125ayat4.
92Ibid.,Ps.142 ayat 1butirajo 144.
93Ibid.,Ps.152.
94Ibid.,Ps.39.
95Ibid.,Ps.39ayat1dan2.
96Ibid.,Ps.41.
97Ibid.,Ps.96ayat2.


C. JENISRAPATUMUMPEMEGANGSAHAM
Hubungan hukum antara pemegang saham dengan Perseroan dijalankan
melalui RUPS. UUPT No. 40/2007 membagi RUPS dalam 2 kategori yaitu RUPSTahunan dan RUPS lainnya.98 Mengenai RUPS lainnya, dalam praktek dikena listilah RUPS Luar Biasa.Selainit uuntuk penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang khusus, dikenal juga istilah RUPS yang pertama kalidiadakan setelah Perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“RUPS Pertama”) dan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham independent (“RUPSIndependen”).
C.1. RUPSTahunan
RUPS Tahunan wajib diadakan oleh Direksi paling lambat 6 (enam) bulansetelah tahun buku berakhir.99 Dalam RUPS Tahunan dibahas dan diputuskanagenda-agendayangberkaitan antaralain:
a. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;100
b. Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan;101
c. Mengesahkan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, jika hal ini ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan.102
98Ibid.,Ps.78.
99Ibid.,Ps.78ayat2.
100Ibid.,Ps.69ayat1.
101Ibid.,Ps.71ayat1.
102Ibid.,Ps.63ayat2danPs.64.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam RUPS Tahunan dilakukanhal-halsebagai berikut:
a. Direksi mengajukan laporan tahunan untuk mendapat persetujuan dan
Pengesahan RUPS.Laporan tahunan antara lain terdiri dari:103
i. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan,laporan arus kas,dan laporan perubahan ekuitas,serta catatan atas laporan keuangan tersebut serta penjelasan atas dokumen tersebut.Untuk beberapa Perseroan yang memenuhi kriteria tertentu laporan keuangan harus diperiksa oleh Akuntan Publik terdaftar.104
ii. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
iii. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
iv. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
v. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
vi. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
vii. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dangaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

103Ibid.,Ps.66ayat2.
104Ibid.,Ps.68.
105Ibid.,Ps.71.
b. Penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yangbelum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan harus ditentukan dan disetujui oleh RUPS.105
Sedangkan untuk agenda RUPS Tahunan dibawah ini biasanya diatur dalam anggaran dasar Perseroan, antara lainyaitu:
a. Dilakukan penunjukkan akuntan publik. Untuk Perseroan Terbuka, akuntan harus terdaftar diBAPEPAM-LK.
b. Jika perlu, mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan.
Dengan disahkannya laporan tahunan oleh RUPS, berarti RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.
C.2. RUPSLuarBiasa
Istilah RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”) tidak dikenal dalam UUPTNo.40/2007,UUPT No. 40/2007 hanya menggunakan istilah RUPS lainnya. Istilah RUPSLB dikenal dalam anggaran dasar Perseroan. RUPSLB dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.106 RUPSLB juga diadakan dalam hal Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sehubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang akan dilakukan,yang merupakan wewenang dari RUPS untuk menyetujuinya sesuai dengan ketentuanUndang-Undang dan anggaran dasar Perseroan. Usultau inisiatif untuk menyelenggarakan RUPSLB dapat berasal dari Direksi
sesuai dengan tugas dan kewenangannya maupun dari para pemegang saham atau Dewan Komisaris.Penyelenggaraan RUPSLB yang diusulkan oleh pemegang saham adalah atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebihkecil. RUPSLB dapat pula diselenggarakan berdasarkan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris dan disampaikan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.107
C.3. RUPSPertama
Dahulu istilah RUPS Pertama hanya tercantum dalam akta pendirian suatu Perseroan dan tidak secara eksplisit dinyatakan dalam UUNo.1/1995. Dalam UUPT No. 40/2007 istilah RUPS Pertama dinyatakan secara tegas dalam pasal 13. Pada saat berlakunya UUNo.1/1995 standar akta pendirian suatu Perseroan menyebutkan mengenai RUPS Pertama dalam bagian penutup standar akta tersebut. RUPS Pertama yang diadakan oleh Perseroan di maksudkan untuk mengesahkan susunan anggota Direksidan Dewan Komisaris Perseroan yang pertama kali diangkat. Dalam standar akta pendirian disebutkan bahwa RUPS Pertama dapat diselenggarakan jika akta pendirian telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selamabelum ada pengesahan,maka
RUPS Pertama belum dapat diadakan.
106Ibid.,Ps.78 ayat4107Ibid.,Ps.79ayat2.


Dalam pasal 13 UUPTNo.40/2007,RUPS Pertama diadakan antara lain untuk
Menyatakan secara tegas menerima atau mengambilalihan semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri untuk kepentingan Perseroan sebelum Perseroan didirikan. Pasal 14 UUPT No.40/2007 juga menyatakan bahwa RUPS Pertama perlu diadakan jika ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum. Keputusan RUPS Pertama sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui dengan suara bulat. RUPS Pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu yang ditentukan atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan dengan suara bulat, setiap calon pendiri atau pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

C.4. RUPS Independen
Istilah RUPS Independen hanya dikenal dalam peraturan pasar modal.Secara umum RUPS Independen ini merupakan bagian dari RUPSLB yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan hanya merupakan wewenang dari para pemegang saham independen yaitu para pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan afiliasi dari Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu (pemegang saham yang tidak independen).108 Dalam RUPS Independen, pemegang saham yang tidakindependen tidak mempunyai hak suara atau berhak mengambil keputusan dalam RUPS Independen ini baik secara musyawarah mufakat maupun pemungutan suara. Ketentuan ini diatur untuk melindungi kepentingan, hak dan kewajiban dari pemegang saham independen. Ketentuan mengenai RUPS Independen ini memang belum diatur oleh UUPT No. 40/2007 secara tegas, namun tatacara dan prosedur RUPS untuk benturan kepentingan transaksi tertentu sudah diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

D. [bookmark: _TOC_250006]PERBUATAN HUKUM ATAS NAMA PERSEROAN

Sebagai badan imajiner (artificial person), Perseroan tidak mungkin bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri.Untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan Perseroan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan. Orang perorangan yang akan menjalankan, mengelola dan mengurus Perseroan ini disebut dengan organ Perseroan.109 Direksi sebagai salah satu organ Perseroan diberi kepercayaan oleh Undang- Undang untuk melakukan pengurusan Perseroan.110

108 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (A), Peraturan Nomor IX.E.1Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 tentangBenturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember2009,angka1butirf.
109Gunawan Widjaja,TanggungJawabDireksiAtasKepailitanPerseroan.(Jakarta:PTRajaGrafindoPerkasa, 2003), hlm20.
110Indonesia(B),op.cit,Ps.92ayat1.

Direksi mempunyai dua tugas utama sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal1 ayat 5UUPTNo.40/2007 yaitu:
a. berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; serta
b. mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Namun demikian dalam menjalankan kepengurusan dan mewakili Perseroan tersebut kewenangan Direksi dibatasi oleh :
a. Peraturan perundang-undangan;

b. Maksud dan tujuan Perseroan;

c. Anggaran dasar Perseroan.

Tujuan dan kewenangan bertindak dari suatu Perseroan secara khusus dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasarnya. Pasal-pasal dalam anggaran dasar antara lain mengatur ketentuan mengenai pembatasan ruang lingkup usaha yan gboleh dilakukan oleh Perseroan.
Jika suatu transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka tindakan itu dapat dikatakan sebagai tindakan intra vires. Sebaliknya suatu transaksi yang dilakukan di luar ketentuan anggaran dasar suatu Perseroan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dapa tdikatakan sebagai tindakan ultra vires.
D.1. Intravire sdan Good Corporate Governance
Agar perbuatan hukum atas nama Perseroan tetap merupakan perbuatan intra Vires maka diperlukan perangkat yang dapat membantu organ Perseroan.Salah satu pedoman yang membantu dalam hal ini adalah pedoman pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).Ada beberapa definisi dari Corporate Governance.Salah satunya adalah definisi yang diberikan oleh Cadbury Committee (Komite Cadbury). Komite Cadbury adalah komite yang dibentuk oleh Bank of England dan London Stock Exchange pada tahun1992 sebagai usaha untuk melembagakan corporate governance. Komite Cadbury bertugas menyusun corporate governance code yang menjadi acuan utama (benchmark) di banyak negara. Definisi Corporate Governance yang diberikan oleh KomiteCadbury adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikanperusahaan dengan tujuan,agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dans ebagainya.111 Definisi diatas menjelaskanbahwaCorporateGovernance merupakan sistem atau cara yang baik bagaimana sebuah Perseroan dikelola dan diarahkan (Good Corporate Governance). Penerapan Good Corporate Governance pada sebuahPerseroan sangatlah penting, 
111IndraSuryadanIvanYustiavandana.PenerapanGoodCorporateGovernance:Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha. Ed.1. Cet. 1.(Jakarta: KencanaPrenadaMedia Group,2006). hlm. 24-25.

agar Perseroan menjalankan prinsip korporasi yangsehat dalam mengelola perusahaannya dan untuk menjaga kepentingan Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Dalam Good Corporate Governance terdapat prinsip-prinsip yang memperhatikan  kesinambungan usaha (sustainability) Perseroan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu transparasi (transparancy), keadilan (fairness),akuntabilitas (accountability) sertares ponsibilitas (responsibility),112 Prinsip-prinsip Good Corporate Governanc etersebut dimuat dalam pedoman Good Corporate Governance sebagai dasar pengembangan kebijakan dari sectoral ketingkat institusional yang berfungsi untuk memastikan bahwa praktik pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan praktikusaha yang baik. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.113
UUPT No. 40/2007 merupakan landasan yang penting bagi pengaturan GoodCorporate Governance, dimana UUPT No. 40/2007 memuat ketentuan- ketentuan yang menegaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sehubungan dengan hak, kedudukan dan tanggung jawab dari pemegang saham, RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

112Komite NasionalK ebijakan Governance,Pedoman Umum GoodCorporate Governance Indonesia2006, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance,2006),hlm5.
113Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance yang pertama. Kemudian pada bulan November 2004, Pemerintah dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah menyetujui pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publikdan Sub-Komite Korporasi.Dengan telah dibentuknya KNKG, maka Keputusan Menko Ekuin Nomor:KEP.31/M.EKUIN/06/2000 yang juga mencabut ke putusan No.KEP.10/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG dinyatakan tidak berlakulagi. (Ibid.hlm1).


Hak-hak pemegang saham dalam UUPTNo.40/2007 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, juga diatur dalam Pedoman Umum Good Corporat eGovernance. Hak pemegang saham yang diatur dalam Pedoman ini,
Antara lain adalah:114

1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, berdasarkan ketentuan satu saham memberi satu hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan suatu suara;
2. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Perseroan, secara tepatwaktu dan teratur, agar memungkinkan bagi seorang pemegang saham untuk membuat keputusan penanaman modal berdasarkan informasi yangd imilikinya mengenai sahamnya dalam Perseroan;
3. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam Perseroan, dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya.
4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi Perseroan dan hak pemegang saham.


114Ibid. hlm21.



Sedangkan untuk RUPS, Pedoman Umum Good Corporate Governance antara lain menyatakan bahwa RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang. RUPS
atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dijalankan dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.
Prinsip-prinsip hak-hak pemegang saham dan RUPS sebagaimana tersebut diatas telah diatur dalam UUPT No. 40/2007. Pedoman Umum Good Corporate Governance hanya bersifat menegaskan kembali hak-hak yang paling mendasar dan harus dilindungi.
Secara umum Good Corporate Governance lebih banyak dikaitkan dengan Perseroan Terbuka.Ketika Perseroan tertutup menjadi suatu Perseroan Terbuka, maka hal ini mengakibatkan Perseroan harus memenuhi kewajiban- kewajiban yang berbeda dengan kewajiban-kewajibannya sebagai Perseroan tertutup. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut maka implementasi Good Corporate Governance sangat diperlukan agar kinerja Perseroan semakin baik terutama untukmemenuhi kepentingan stakeholder.
D.2. Ultravires
Ultra vires merupakan salah satu dari banyak doktrin yang dikenal dalam lingkungan hukum Perseroan di Indonesia. Istilah ultravires berasal dari Bahasa latin, yang berarti ”di luar” atau ”melebihi kekuasaan” (outside thepower). Ultravires yang diterapkan dalam arti luas tidak hanya melingkupi kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan.Istilah Ultravires ini diterapkan juga tidak hanya jika Perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidakpunya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (irregular). Bahkan  lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai suatu ultra vires bukan hanyajika tindakannya melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat dalam anggaran dasar, tetapi juga jika tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.115
Secara teoritis doktrin ultravires dapat dibebankan kepada semua organ Perseroan termasuk RUPS,namun secara umumdiarahkan kepada Direksi. Hal ini dikarenakan Direksi sebagaiorgan Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Perseroan lebih banyak mempunyai peluang melakukan perbuatan hukum  melampaui batas kewenangan Perseroan.
Ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan ultravires Perseroan, yaitu:116
1. Tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dantujuan Perseroan.
2. Tindakan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk oleh Anggaran Dasar Perseroan.
Dalam perjalanan sejarahnya konsep tradisional tentang ultravires banyak Mengalami modifikasi. Hal ini terjadi seirama dengan perkembangan dan kebutuhan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.117 Dalam hal mana beberapa bagian dari modifikasi tersebut justru memberikan kelongggaran terhadap terjadinya suatu tindakan yang ultra vires guna kepentingan dan kelangsungan dari pada transaksi. Untuk melihat sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan menyimpang dari maksud dan tujuan Perseroan,sehingga dapat dikategorikan ultra vires juga harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek duniausaha.118
Secara tradisional akibat hukum terhadap transaksi yang bersifat ultra vires antara lain adalah transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap batal dan tidak mempunyai efek apapun. Namun sebagai akibat adanya modifikasi, beberapa akibat hukum yang mungkin timbul dari adanya suatu tindakan ultravires juga berkembang, yaitu antara lain:119

115 Munir Fuady (A), Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law& Eksistestensinya Dalam Hukum Indonesia,(Bandung:Citra Aditya Bakti,2007),hlm.110.
116 Fred BG Tumbuan, “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS PerseroanTerbatas menurut UUNo.1Tahun1995,”(makalah kuliahS2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002),h lm7,dalam Gunawan Widjaja,Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), hlm.22.

a. Hak untuk meratifikasi

Dimana pemegang saham untuk kasus tertentu dimungkinkan untuk meratifikasi tindakan yang tergolong ultra vires. Meskipun secara tradisional, hak untuk meratifikasi tersebut tidak dibenarkan.
b. Transaksi yang telah dieksekusi

Terhadap transaksi yang telah dieksekusi dengan sempurna oleh kedua belah pihak tidak dapat lagi dibatalkan dengan alas an ultra vires.
c. Peranan Jaksa
Dinegara-negara tertentu contohnya dibeberapa negara bagian Amerika Serikat seperti Arkansas dan Washington,120 jaksa dapat memerintahkan Perseroan untuk menghentikan tindakan yang bersifatultra vires atau bahkan meminta agar Perseroan dibubarkan.
d. Perbuatan Melawan Hukum Perdata atau Pidana
Terhadap perbuatan melawan hukum perdata atau pidana, tidak dapat diajukan keberatan dengan jalanultra vires.
e. Tanggungjawab pribadi
Pada umumnya tindakan ultra vires menjadi tanggungjawab Direksi atau petugas yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Namun hal itu tidak selalu mengakibatkan pembebanan tanggungjawab pribadi, tergantung dari kasusnya.
117MunirFuady(A),op.cit.,hlm.126.
118Ibid.,hlm.111.
119Ibid.,hlm.130.




E. KEABSAHAN RUPS

Suatu keputusan RUPS dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan yang bersangkutan. Beberapa faktor yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan RUPS yang sangat mempengaruhi sahnya suatu keputusan RUPS antara lain adalah :
a. Tanggal dan waktu RUPS;

b. Tempat diadakannya RUPS;

c. Mata acara RUPS;

d. Pemberitahuan RUPS;

e. Panggilan Rapat;

f. Kuorum;

g. Pengambilan keputusan.

Hal-hal tersebut di atas penting sekali untuk dipenuhi agar keputusan RUPS menjadi sah dan mengikat Perseroan. UUPT No. 40/2007 telah cukup mengatur secara rinci mengenai hal-hal tersebut. Contohnya ketentuan mengenai kuorumdan pengambilan keputusan, UUPT No. 40/2007 mengatur antara lain sebagai berikut :121
120“Ultra vires as it relates to corporate acts may be largely nullified in Washington under RCW23B.03.040, which states that "corporate action may not be challenged on the ground that thecorporation lacks or lacked power to act" except "in a proceeding by the attorney general unde rRCW 23B.14.300," which in turn states that "the superior courts may dissolve a corporation...in aproceeding by the attorney general if it is established that...the corporationhas continued to exceedor abuse the authority conferred upon it by law." Lihat “Washington Corporation Law: Structureof Washington Corporationsand Avenues Toward Involuntary Dissolution”copyright1997 by EricNelsen http://www.endgame.org/charter-wa2.html,diunduh25 April 2022

i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Jika kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS, paling sedikit dihadiri1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari1/2 (satu perdua)
Bagia ndari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
ii. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat dilangsungkan dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua,keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili palingsedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang sah dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;
121Indonesia(B).op.cit,Ps.86-89joPs.102.






iii. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, maka RUPS dilangsungkan dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar; dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruhs aham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Untuk PerseroanTerbuka, setiap keputusan RUPS harus juga memenuhi peraturan dibidang Pasar Modal termasuk peraturan BAPEPAM-LK terutama untuk transaksi yang merupakan transaksi material dan/atau mempunyai benturan kepentingan.122 Dengan demikian apabila penyelenggaraan RUPS dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, maka keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut dinilai tidak sah. Apabila tidak sah, maka keputusan RUPS tersebut dapat dibatalkan berdasarkan permintaan pihak yang merasa dirugikan atau batal demi hukum.

















122Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan dalam suatu Transaksi yang dapat merugikan Perusahaan karena adanya penetapan harga yang tidak wajar.Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (B). Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Transaks iAfiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal25 Nopember2009,angka 1 butire.

BAB IV
ANALISIS PERKARA 
PT. KASAMA GANDA VS PEMEGANG SAHAM
A. [bookmark: _TOC_250005]Posisi Kasus
PT. Kasama Ganda adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tertanggal 19 Juni 2001 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2002 No. C-20448.HT.01.01.Th.2002, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Berita Acara No. 39 tertanggal 08 Mei 2009, perubahan tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 10 Agustus 2009 No. AHU-38265.AH.01.02.Tahun 2009, akta pendirian maupun perubahannya dibuat dihadapan Adi Pinem, SH, Notaris di Medan;
PT. Kasama Ganda menitikberatkan bidang usahanya pada jasa konstruksi dan pengelolaan serta pemeliharaan perkebunan, yang telah dikenal secara luas sebagai sebuah perusahaan yang tangguh dan berpengalaman terutama di dalam mengerjakan dan melaksanakan pembangunan proyek-proyek konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan perkebunan seperti: pembangunan jalan, jembatan, pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.
Untuk mengembangkan bidang usahanya, pada tanggal 19 Desember 2012, PT. Kasama Ganda melakukan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) untuk pengelolaah dan pemeliharaan kebun kelapa sawit milik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) seluas 4.975 Ha (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima hektar) untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun, yaitu sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2032, untuk mngerjakan, mengelola dan memanen kebun kelapa sawit tersebut. 
Kesepakatan yang telah dibuat antara PT. Kasama Ganda dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tertuang dalam suatu Akta Perjanjian No. 65 tanggal 19 Desember 2012 yang diberi nama “Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Dengan PT. Kasama Ganda” yang ditandatangani H. Sulaiman Ibrahim selaku Direktur Utama PT. Kasama Ganda dan Direktur Utama PDKS, yang dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, SH., Notaris di Medan.. Dan oleh karenanya terhitung sejak tanggal 19 Desember 2012, Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Dengan PT. Kasama Ganda adalah sah dan mengikat para pihak;
Untuk pemeliharaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit seluas 4.975 Ha (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima hektar) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Meskipun demikian, dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, PT. Kasama Ganda harus menyelesaikan pekerjaan,  pengelolaan dan penanaman baru serta penyisipan tanaman pada lahan tersedia sebanyak 4.000 (empat ribu) hektar dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.40.000.000.000,-(empat puluh milyar) dan segala anggaran pemeliharaan sepenuhnya ditanggung oleh PT. Kasama Ganda. Keberadaan modal dan asset-asset perusahaan yang dimiliki oleh PT. Kasama Ganda, PT. Kasama Ganda berkeyakinan belum sampai 2 (dua) tahun pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan PT. Kasama Ganda sudah mendapatkan bagi hasil pendapatan dan keuntungan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 55 % (lima puluh lima persen) setelah dipotong dengan biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT. Kasama Ganda. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka PT Kasama Ganda emasukkan modal berupa dana/uang, peralatan-peralatan, tenaga ahli serta tenaga kerja ke Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang terletak di Propinsi Aceh, KabupatenSimeulue, Kecamatan Teupah Selatan.
Sejak ditandatanganinya Perjanjian tersebut hingga awal April 2013, PT. Kasama Ganda telah mengeluarkan dana/uang sebesar Rp.20.188.000.000,- (dua puluh milyar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk pemeliharaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS). Pada bulan Februari  2013, H. Sulaiman Ibrahim selaku Direktur Utama PT. Kasama Ganda bertemu dengan Drs. H. TM. Razali yang berniat untuk membeli sebagian saham perseroan dan memasukkan modal ke PT. Kasama Ganda sebesar Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah), atas dasar kesepakatan tersebut maka H. Sulaiman Ibrahim selaku Direktur Utama PT. Kasama Ganda dan Drs. H. TM. Razali beserta teamnya bersama-sama berangkat untuk melakukan survey dan peninjauan langsung ke kebun PDKS yang terletak di Kabupaten Simeulue.
Setelah dilakukan survey /peninjauan lapangan, Drs. H. TM. Razali sepakat dan berjanji untuk membeli sebagian saham PT. Kasama Ganda dan memasukkan modalnya sebesar Rp.25.000.000.000,-(duapuluh lima milyar rupiah) ke PT. Kasama Ganda, akan tetapi Drs. H. TM. Razali minta agar dirinya beserta anak- anaknya didudukkan sebagai Direktur Utama dan Komisaris serta pemegang saham pada  PT. KASAMA GANDA). Selain itu, Drs. H. TM. Razali juga meminta jaminan berupa cek kosong dan 4 (empat) unit gudang beserta Sertifikat Asli, yang terletak di Medan, Jalan Binjai Km. 13,8 Medan, yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang merupakan asset perusahaan PT. Kasama Gandat agar diserahkan sebagai jaminan.
Melalui RUPS tanggal 15 April 2013, dengan suara bulat peserta Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kasama Ganda menyepakati keinginan Drs. H. TM. Razali, untuk mendudukkan Drs. H. TM. Razali sebagai Direktur Utama dan anak-anaknya sebagai Komisaris dan sebagai pemegang saham dalam perseroan PT. Kasama Ganda yang kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat No.47, No. 48, No. 49, No. 50 dan No. 51, seluruhnya tertanggal 15 April 2013, yang dibuat dihadapan notaris.
Berdasarkan Berita Acara Rapat No. 47 dan bertalian dengan Akta Jual Beli Saham No. 48, No. 49, No. 50 dan No. 51, seluruhnya tertanggal 15 April 2013, yang dibuat dihadapan notaris, Drs. H. TM Razali telah membeli sebagian saham milik PT. Kasama Ganda sejumlah 7.480 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh) dari jumlah total saham milik PT. Ksama Ganda sejumlah 14.960 (empat belas ribu sembilan ratus enampuluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah).
Pembelian saham milik PT. Kasama Ganda oleh Drs. H. TM Razali sejumlah 7.480 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh) saham tersebut, dibagikan oleh kepada anak-anaknya,yaitu :
	Drs. H. TM. Razali	: sejumlah  6.519 (enam ribu lima  ratus sembilan) saham,dengan nilai dengan nominalnya seluruhnya sebesar Rp.6.519.000.000,- (enam milyar lima ratus juta sembilan belas juta rupiah);
T. Hasyimi	:	sejumlah 321 (tiga ratus dua puluh satu) saham, dengan nilai nominalnya seluruhnya sebesar Rp.321.000.000,-(tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
Cut Meutia 	:	:sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) saham, dengan nilai nominalnya seluruhnya sebesar Rp.320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah);
Cut Nurhafita, SE	:	sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) saham, dengan nilai nominalnya seluruhny asebesar Rp.320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah);
Berdasarkan Berita Acara Rapat No. 47 tanggal 15 April 2013, susunan para Pemegang saham PT. Kasama Ganda pada tahun 2013, telah berubah sebagai berikut :
· Tuan Sulaiman Ibrahim, sejumlah 6.519 (enam ribu lima ratus Sembilan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.519.000.000,- (enam milyar lima ratus juta sembilan belas juta rupiah);
· Tuan Drs. H. TM. Razali tersebut, sejumlah 6.519 (enam ribu lima ratus Sembilan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.6.519.000.000,- (enam milyar limaratus juta sembilan belas juta rupiah);
· Nyonya Cut Surdiana ditulis dan disebut juga Cut Surdiana TM Daud tersebut, sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesarRp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah);
· Tuan Chairul Maulana tersebut, sejumlah 321 (tiga ratus dua puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
· Tuan Jupli tersebut, sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah);
· Tuan T. Hasyimi tersebut, sejumlah sejumlah 321 (tiga ratus dua puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
· Nyonya Cut Nurhafita, SE., tersebut, sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah);
· Nyonya Cut Meutia tersebut, sejumlah 320 (tiga ratus duapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
Berdasarkan Hasil Keputusan RUPS PT. Kasama Ganda yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat No. 47 tanggal 15 April 2013 yang merupakan  permintaan dan keinginan Drs.H.TM.Razali tersebut, maka susunan Direksi dan Komisaris perseroan PT. Kasama Ganda telah berubah sebagai berikut :
Direktur Utama		: Tuan Drs.H.TM.Razali;
Direktur : Tuan Sulaiman Ibrahim ditulis dan disebut juga H.Sulaiman;
Komisaris Utama : Nyonya Cut Surdiana ditulis dan disebut juga Cut Surdiana TM Daud;
Komisaris :Nyonya CutNurhafita, SE.
Sejak Drs. H. TM. Razali menjabat sebagai Direktur Utama PT. Kasama Ganda, maka pekerjaan pengelolaan dan pemeliharaan kebun kelapa sawit PDKS, termasuk juga seluruh biaya operasional untuk pengelolaan dan pemeliharaan kebun PDKS telah dikelola oleh Drs. H. TM. Razali selaku Direktur Utama PT. Kasama Ganda. Dan selama Drs. H. TM. Razali menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan Penggugat, Drs. H. TM. Razali selaku Direktur Utama telah mengeluarkan uang perusahaan, yakni sebesar Rp.16.200.000.000,- (enam belas milyar dua ratus juta rupiah).
Pada bulan Okotober 2013, PT. Kasama Ganda meminta kepada Drs. H. TM. Razali selaku Direktur Utama untuk mengeluarkan uang perusahaan guna biaya operasional dan gaji karyawan, akan tetapi Drs. H. TM. Razali yang pada saat itu menjabat selaku Direktur Utama tidak mau mengeluarkan uang. Karena biaya operasional dan gaji karyawan harus tetap dikeluarkan, Penggugat terus mendesak Drs. H. TM. Razali agar mengeluarkan biaya operasional dan gaji karyawan, akan tetapi Drs. H. TM. Razali tidak juga mengeluarkan dan secara serta merta minta mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direktur Utama PT. Kasama Ganda dan meminta dikembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Drs. H. TM. Razali sebesar Rp. 16.200.000.000,- (enam belas milyar dua ratus juta).
Permintaan Drs. H. TM. Razali yang meminta uang sebesar Rp. 16.200.000.000,- (enam belas milyar dua ratus juta) dengan mengatakan bahwa itu adalah uang pinjaman jelas tidak benar, karena uang sebesar Rp.16.200.000.000,-(enam belas milyar dua ratus juta) tersebut dikeluarkan dalam kapasitas Drs. H. TM. Razali selaku Direktur Utama dan selaku pemegang 6.519 lembar saham perseroan yang sah. Karena modal Penggugat juga telah banyak habis dan dikeluarkan untuk pengelolaan kebun kelapa sawit PDKS tersebut, maka atas permintaan Tergugat I yang terus mendesak, akhirnya pada bulan Juli 2013 Penggugat menyerahkan dan membayar kepada Tergugat I sebesarRp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Selanjutnya, pada tanggal 30 Oktober 2013, Tergugat I meminta kepada Penggugat agar menyerahkan gudang milik Penggugat yang terletak diJalan Binjai Km.13,5 serta menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) saja, maka permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I selesai dan tidak adalagi utang. Atas permintaan Tergugat I, maka Penggugat menyetujuinya dan dibuatlah jual beli atas gudang milik Penggugat kepada Tergugat dengan hargasebesar Rp. 10.000.000.000,-, dan selanjutnya pada tanggal 01 Desember 2013Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)kepadaTergugatI.
Sebenarnya tidak ada kewajiban Penggugat untuk mengembalikan uang danmenyerahkan gudang milik Penggugat kepada Tergugat I, karena uang tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I dalam kapasitas dan jabatan Tergugat I selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham Penggugat yang sah karena diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kasama Ganda yang sah.
Setelah dibayar dan dikembalikannya uang milik Tergugat Idan dialihkannya hak kepemilikan Gudang milik Penggugat kepada Tergugat I, atas kesepatakan
Bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat diadakan rapat untuk membatalkan Akta Berita Acara No. 47, Akta Jual Beli Saham No. 48, No. 49,No.50 dan No.51, seluruhny atertanggal 15April2013,dan kesepakatan tersebut dimuat dalam Akta Berita Acara No. 111 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan notaris, sehingga “Akta Berita Acara No. 111 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan notaris adalah sah dan berkekuatan hukum. Akan tetapi pada bulan Januari 2015,Tergugat I datang menagih Penggugat untuk segera melakukan pembayaran sisa utang sebesar Rp. 6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah) dengan alasan 4(empat) lembar cek yang dipegang oleh Tergugat I atas nama Penggugat tidak bisadicairkan.
Penggugat sangat bingung dengan perbuatan Tergugat I tersebut, karena 4(empat) lembar cek atas nama Penggugat tersebut diberikan Penggugat kepada Tergugat I tidak ada dibuat nilai nominalnya oleh Penggugat, dan diberikan oleh Penggugat pada awal akan dilakukan kerjasama yaitu pada tahun 2013 dan hanya sebagai jaminan karenaTergugat I akan memasukkan modalnya sebesar Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah), yang ternyata tidak direalisasikan. Dengan demikian,cek tersebut diblokir oleh Penggugat karena dengan adanya Akta Berita Acara No. 111 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pembatalan, semua dianggap telah selesai. Atas tindakan Tergugat I tersebut,Tergugat I telah melanggar Akta Berita Acara Rapat No.111 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan notaris.
Seandainya benar (quodnon) pada bulan Desember 2013 masih ada sisa uang milik Tergugat I bukanlah sebesar Rp.6.200.000.000,-(enam milyar dua ratus juta rupiah), akan tetapi hanya sebesar Rp.2.450.000.000,-(dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Oleh karena Tergugat I terus mendesak dan menagih Penggugat, selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2015 Penggugat menyerahkan uang kepadaTergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di kantor Tergugat I, dan pada tanggal 07 Pebruari 2015 Penggugat menyerahkan uang kepadaTergugat I sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 Pebruari 2015 Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).
Sejak tanggal 19 Februari 2015, telah melaporkan Penggugat karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sehubungan dengan 4 (empat) lembar cek yang diberikan Penggugat pada tahun 2013 kepada Tergugat I sebagai jaminan akan dimasukkannya modal Tergugat I kepada Penggugat.Padahal pada bulan Pebruari 2015 tersebut Tergugat I telah menerima uang dari Penggugat, hal ini jelas Tergugat I telah melanggar Berita Acara Rapat No. 111 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pembatalan,yaitu telah melaporkan Penggugat (ic.H.Sulaiman Ibrahim) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan dugaan tindak pidana “Penipuan dan atau Penggelapan”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/196/II/2015/SPKT/tanggal 19 Pebruari 2015 An. Pelapor Drs.H.TM.Razali. Namun berdasarkan Surat KetetapanNo.
Pol.:SP.Tap/265.b/VIII/2015/ Ditreskrimum tangga l7 Agustus 2015 Tentang Penghentian Penyidikan, karena“bukan merupakan tindak pidana”.
Berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, justru Tergugat I lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sejak menjabat sebagai Direktur Utama pada perseroan Penggugat,“Tergugat I	tidak pernah menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan dan Tergugat I tidak menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas.SelamaTergugat I menjabat selaku Direktur Utama tidak pernah memberikan Laporan PertanggungJawaban terhadap jalannya pengurusan perseroan terutama terhadap keuangan maupun cek atau giro atau surat-surat berharga lainnya yang mungkin telah dikeluarkan dan /atau dipegang oleh  Tergugat I.Selain itu, Tergugat I  selaku pemegang sejumlah 6.519 (enam ribu lima ratus sembilan) saham,dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.6.519.000.000,-(enam milyar lima ratus juta Sembilan belas juta rupiah) tidak pernah menyetorkan uang tersebut keperseroan,dan tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milya rrupiah) sebagai kompensasi yang dijanjikan Tergugat I kepada Penggugat.Sama halnya dengan Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menyetorkan uanghasil pembelian saham kepada Penggugat, padahal ParaTergugat telah dimasukkan sebagai pemegang saham dalam perseroan Penggugat.Sikap dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana yang telah di uraikan diatas, jelas merupakan Perbuatan Melawan
Hukum (onrechtmatige daad). Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun moril. Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebesarRp.33.500.000.000,- (tiga puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah). Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan (uit dervings) selama 8 bulan,yang seharusnya Penggugat sudah dapat memperoleh keuntungan bagi hasil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari kebun kelapa sawit PDKS sejak Desember 2014, yakni sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar).
Penggugat juga telah mengalami kerugian karena molornya pekerjaan yang seharusnya selesai pada akhir 2014, akhirnya baru dapat selesai akhir 2015, akibat permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat karena perbuatan dari Para Tergugat, yakni sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah). Penggugat mengeluarkan biaya-biaya pengurusan akta-akta Berita Acara dan biaya pendaftaran dan pemberitahuan ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akibat masuk dan keluarnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan TergugatIV sebagai Pengurus perseroan dan pemegang saham dalam perseroan Penggugat, yakni sebesarRp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
B. [bookmark: _TOC_250004]Penetapan dan Putusan Pengadilan
B.1. Penetapan Pengadilan Negeri Medan
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan melalui Nomor:446/Pdt.G/2015/PN/Mdn tertanggal 11 April 2016,yang intinya adalah:
a. Menyatakan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) terhadap Penggugat;
b. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku 4 (empat) lembar cek Atas Nama PT. Kasama Ganda yang di pegang oleh Tergugat I dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.200.000.000,-(enam milyar dua ratus juta rupiah);
c. Menyatakan Akta Berita Acara No. 111 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Pembatalan yang dibuat oleh Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum;
d. Menyatakan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran kepada Penggugat sebesarRp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
B.2. Putusan Pengadilan Negeri Medan
Oleh karena Penggugat Konvensi dapat membuktikan sebagian gugatannya sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya oleh karenanya berada dipihak yang kalah maka oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkaraini.
Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 157 RBg / Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:
MENGADILI:
DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Pengguga tuntuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Akta Berita Acara Nomor 111 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembatalanyang dibuat di hadapan Adi Pinem,SH, Notaris diMedan adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak sahdan tidak berlaku 4 (empat) lembar cek Atas NamaPT. Kasama Ganda yang dipegang oleh Tergugat I dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 6.200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang kelebihan pembayar-an kepada penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;


DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.684.000,-(enam
Ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
B.3. PutusanPengadilan Tinggi
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 12 April 2016Nomor446/Pdt.G/2015/PN/Mdn,maka putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor386/PDT/2016/PT.MDN tertanggal 23 Maret 2017.
MENGADILI
1. Menerim apermohonan banding dari Para Pembanding semula ParaTergugat;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 April 2016 Nomor :446/Pdt.G/2015/PN/Mdn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh riburupiah)
B.4. Putusan Kasasi
Memperhatikan Undang-Undang Nomor48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainyang bersangkutan;
MENGADILI
1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:1. Drs. H. TM.RAZALI, 2. T. HASYMI, 3. CUT MEUTIA dan 4. CUT NURHAFITA,S.E., tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi inisejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
C. [bookmark: _TOC_250003]AnalisisPerkara
Keududukan direksi dalam Perseroan Terbatas mempunyai tugas yang didasarkan pada doktrin fiduciary duty. Doktrin fiduciary duty berasal dari sistem hukum Common Law yang mengajarkan bahwa antara direksi dengan perseroan terdapat hubungan fiduciary.123Fiduciary Duty yang terkait dengan tugas seorang Direksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab seorang direksi yaitu melakukan pengurusan berbagai kegiatan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan dari perseroan tersebut. Fiduciary duty ini dapat diartikan sebagai “wajib dipercaya”,wajib dipercaya berarti setiap anggota Direksi maupun Dewan Komisaris selamanya dapat dipercaya (mustalways bonafide) serta selamanya harus jujur dalam menjalankan tugasnya.124 Sedangkan Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan.125 Organ lainnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnyadisingkat RUPS.RUPS merupakan suatu organ yang sangat penting di dalam suatu perseroan karena berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UUPT yaitu RUPS sebagai organ PT. memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran dasar perseroan. Pelaksanaan RUPS suatu perseroan, telah disesuaikan dalamAnggaran Dasarnya dan juga mengacu pada UUPT. Berdasarkan Pasal 78 UUPTRUPS dalam hal ini terbagi menjadi dua,yaitu RUPS Tahunan dan RUPSLainnya, dalam Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa RUPS Tahunan wajibdiadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan dalam hal ini menjelaskan mengenai pembagian Deviden, laporan pertanggung jawaban,laporan neraca keuangan,laporan perusahaan (tutup buku tahun berakhir), sedangkan RUPS lainnya atau dapatdisebut RUPS Luar biasa berdasarkan Pasal 78 (3) UUPT yaitu dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
Penyelenggaraan RUPS dalam perseroan akan selalu menghasilkan suatu Risalah Rapat,yang berisikan mengenai catatan segala hasil rapat berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang di bicarakan maupun keputusan yang telah ditentukan pada saat penyelenggaraan RUPS tersebut. Namun adakalanya penyelenggaraan RUPS sebagaimana disebutkan diatas dibuat dalam bentuk dibawah tangan. Hal ini dapat dimungkinkan, 
123Siti Hapsah Isfardiyana,“TanggungJawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fuduciary Duty”,Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol2,Nomor 1,2015.
124M.Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas,Sinar Grafika,Cet.7/Ed.1,Jakarta:2019,hlm.374.
125Bonifasius Aji Kuswiratmo, Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur,Komisaris dan Pemegang Saham,Visi Media, Jakarta: 2016, hlm. 12.


asalkan kemudian tetap memenuhi unsur keautentikan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang dalam pengajuan permohonan pengesahan maupun kewajiban pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam arti sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Pasal 21 ayat (4)dan ayat (5) UUPT bahwa RUPS yang dibuat dibawah tangan tersebut harus segera dibuatkan notulen isirapat (Berita Acara Rapat) atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Perubahan Anggaran Dasarnyaoleh Notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.Dalam UUPT,Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam RUPS tetap diperbolehkan terdapat dalam Pasal 90 UUPT yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit1(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.Risalah Rapat dibuat oleh para pemegang saham dan dituangkan dalam suatu aktaAutentik yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian Akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta PKR.
Dalam mendirikan suatu perseroan terbatas, akta notaris sangat diperlukan sebagai syarat mutlak. Demikian pula terdapat perubahan anggaran dasarnya,perseroan terbatas yang telah menjadi badan hukum, dan perubahan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadira nnotaris. RUPS yang dilaksanakan dihadapan notaris dimuat dalam akta berita acara rapat umum pemegang saham atau akta risalah rapat yang merupakan akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum8. Kewnangan notaris untuk membuat suatu risalah rapat tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT, yang menyatakan sebagai berikut:
“Setiap Penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”.
Notaris dalam pelaksanaan RUPS tidak semata-mata hanya merumuskan atau memformulasikan apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum dan kemudian menuangkannya dalam akta autentik yang secara hukum benar dan sah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan RUPS, notaris dituntut untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagai pejabat umum yang berfungsi memberikan penjelasan dan nasihatnya secara rinci kepada para pihak agar akta yang dibuatnya menjadi sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebelum membuat berita acara rapat umum pemegang saham perseroan mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat,notaris juga harus memperhatikan prosedur pelaksanaan RUPS tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat kesemuanya itu dilakukan untuk menghindari berita acara yang dibuatnya dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan jika ada suatu permasalahan dikemudian hari.
Dalam pelaksanaan BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham yang salah satu agendanya adalah perubahan Anggaran Dasar,kewajiban notaris setelah RUPS tersebut selesai dilaksanakan dan telah mencapai keputusan,notaris bertugas untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Adapunsyarat-syarat formalitas dalam pelaksanaan RUPS yang harus diperhatikan oleh seorang notaris dalam menuangkan ke dalam suatu akta, antara lain sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan RUPS
Sebelum diselenggarakannya RUPS,harus diperhatikan terlebih dahulu,atas inisiatif siapa RUPS tersebut diselenggarakan.Penyelenggaraan RUPS tahunan dan RUPS lainnya adalah wewenang Direksi,namun dalam hal-hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perseroan) maka penyelenggaraan RUPS dapatd ilakukan atas permintaan1(satu)orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan yang lebihkecil; atau DewanKomisaris, dan apabila dalam hal terdapat1(satu) saham dimiliki oleh lebih dari1(satu) orang hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

2. Tempat pelaksanaan RUPS
RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

3. Tata cara pemanggilan RUPS
Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UUPT, pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tangga lRUPS. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
Kuorum terbagi menjadi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan. Kuorum merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan RUPS, karena jika persyaratan kuorum kehadiran rapat tidak terpenuhi, maka rapat tidakdapat dilaksanakan, dan jika persyaratan kuorum pengambilan keputusan rapattidak terpenuhi, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan. Jika ketentuanmengenai kuorum tersebut dilanggar,maka konsekuensi logisnya yaitu bahwa pelaksanaan RUPS tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
5. Pihak-pihak yang berhak hadir
Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah pemegang saham dengan hak suara yang sah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau diwakili dengan surat kuasa. Kuasa untuk menghadiri dan menggunakan hak suara dalam RUPS tersebut dapat diberikan kepada orang lain,namun apabila kuasa tersebut diberikan kepadaa nggota Direksi,Dewan Komisaris,serta karyawan perseroan,maka dalam pemungutan suara tidak diperhitungkan.
Apabila semua persyaratan formalitas pelaksanaan RUPS telah terpenuhi,sebelum pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ada beberapa hal-hal yang juga harus diperhatikan oleh notaris,antara lain:
1. Status Perseroan Terbatas
Sebelum berita acara rapat umum pemegang saham tentang anggaran dasaratau tentang perubahan susunan pengurus suatu perseroan terbatas dilaksanakan,notaris harus memperhatikan status badan hukum perseroan tersebut. Perseroan
Yang belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau belum memperoleh status sebagai badan hukum,jika terdapat perubahan mengenai maksud, tujuan perseroan ataupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Perubahan tidak boleh dimuat dalam berita acara rapat,cukup dengan Akta Perubahan.Berita Acara Rapat hanya dibuat untuk persoalan yang telah memperoleh status sebagai badan hukum.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Anggaran Dasar Pertama perseroan berikut perubahan-perubahannya, serta apakah setiap perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan atau telah di beritahukan kepada Menteri harus diperhatikan.
3. Komparisi/kedudukanpenghadap

Dalamsuatukomparisisegalasesuatuharusditulissecararincidanlengkapsehingga jelas, bahwa seorang penghadap adalah cakap dan berwenang menurut hukum. Apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau selaku pemegang kuasa. Komparisi harus dibuat dengan cermat sehingga tidak diragukan lagi dalam kedudukannya tersebut.
Mengenai tata cara pendaftaran Atau Pengajuan Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menteri Atas Perubahan Anggaran Dasar,dimana menurut ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 21 ayat (1), perubahan Anggaran Dasar “tertentu” harus “mendapat persetujuan” Menteri. Adapun yang dimaksud dengan perubahan Anggaran Dasar tertentu ialah perubahan Anggaran Dasar yang disebut pada Pasal 21 ayat (2) UUPT yang terdiri atas:
a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
d. Besarnya modal dasar;
e. Pengurangan modal di tempat dan disetor, dan / atau;
f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
Dalam perkara yang penulis uraikan diatas, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kasama mengenai pembatalan Berita Acara No.47, Akta Jual Beli Saham No. 48, No. 49, No. 50, dan No.51 yang dimuat dalamAkta Berita Acara No. 111 tanggal 23 Desember 2013, sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar perseroan tersebut. Permasalahan muncul ketika Tergugat I tidak melaksanakan hasil RUPS Luar Biasa yang telah saling disetujui dan disepakati bersama. Tergugat menuntut pembayaran sisa utang sebesar Rp 6.200.000.000,-(enam milyar dua ratus juta rupiah) dan beralasan 4 (empat) lembar cek yangdipegang oleh Tergugat I atas nama Penggugat tidak bisa dicairkan. Itu artinya,Tergugat I telah melanggar Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 111 yang notabene merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris.
Pasal 1868 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pengertian akta otentik yaitu: “Suatu akta otentik,adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”.Berkaitan tentang pengertian akta otentik tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal1870 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata bahwa suatu aktaotentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.Jika sesuatu akta hendak memperoleh status otentisiteit, hal mana terdapat pada akta notaris,maka menurut pasal 1868KUHPerdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :126
a. Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum danoleh karenanya dalam hubungannya dengan akta - akta notaris mengenai perbuatan perjanjian dan ketetapan.
b. Akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang,dengan demikian apabila tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang–Undang dapat diancam kehilangan keotentikannya.
Pengertian akta juga diartikan oleh Pasal 165 HIR yaitu, “Surat (akta) yang sah,ialah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihakdan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta tersebut.”Dalam perkara perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.Dalam pengertian sederhana bukti
tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim jugadisebut dengan akta.127
Akta otentik mengenal asas acta publica probant sese ipsa, yang berarti suatuakta yang tampak lahirnya sebagai akta serta memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan,maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai aktaotentik,hal ini berarti tandatangan pejabat dianggap sebagai aslinya,sampai ada pembuktian sebaliknya. Jika ada yang menyangkal maka beban pembuktian terletak padapihak yang menyangkal akta tersebut, 

126Missariyani,Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata,Legal Opinion,Vol. 4No. 4, 2016, hlm. 8.
Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian,yaitu sebagai berikut :129
127Achiel Suyanto,Kemahiran Hukum Acara Perdata,Paper Pendidikan KhususProfesi Advokad,Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm. 6.
128Tri Yanty Sukanty Arkiang,Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,Keadilan Progresif,Volume2 Nomor 2,September 2011,hlm.200.
129 Felix Christian Adriano, Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Premise Law Journal, Vol. 9 Tahun 2015,hlm.7–8.

ini berbeda halnya dengan akta dibawah tangan dimana jika disangkal maka yang harus membuktikan kebenarannya adalah pihak yang mengajukan akta dibawah tangan tersebut, ketentuan ini terikat padaketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 138 HIR, 164 Rbg dan 148 Rv. Dari penjelasan itu nyatalah bahwa akta otentik jika dijadikan alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara perdata cukup mampu untuk memenangkan pihak yang memilikinya jika tidak terbukti sebaliknya.128
a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik,maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya,artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan aktaotentik secara lahiriah.Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris.Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai aktaotentik,yaitu tandatangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulaidari judul) sampai dengan akhir akta.
b. Kekuatan Pembuktian Formal Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saatyang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dankepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, danpara pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak / penghadap,saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengaroleh Notaris (pada akta pejabat / berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan parapihak/ penghadap (pada akta pihak).
c. Kekuatan Pembuktian Materil Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum,kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs).
Keterangan atau pernyataan yang dituangkan / dimuat dalam akta pejabat(atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan / disampaikan dihadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.Perkataan yang kemudian dituangkan / dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan / dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian.Jika ternyata pernyataan / keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.
Ketiga kekuatan sebuah akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris tersebut merupakan kesempurnaan kedudukan sebuah akta notaris sebagai alat bukti pada hukum pembuktian khususnya dalam hukum acara perdata dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut.
Kekuatan akta otentik, dalam hal ini berita acara hasil RUPS Luar Biasa,dapat kita lihat melalui putusan perkara PT.Kasama Ganda versus Pemegang Saham pada Pengadilan Negeri No. 446/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang menyatakan bahwa Akta Berita AcaraNo.111tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembatalan yang dibuat oleh Adi Pinem, S.H, Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum.
Kekuatan akta otentik kemudian mendapat penguatan melalui amarputusan PengadilanTinggiNo.386/PDT/2016/PT.MDN yang menyatakan bahwa
Terbitnya Akta Berita Acara Nomor:111 tanggal 23 Desember 2013 tentang pembatalan, yang dibuat oleh Adi Pinem, S.H, Notaris di Medan adalah sah danberkuatan hukum, karena telah korum dan tidak cacat hukum, yaitu dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah,walaupun dalam rapat tersebut tidak dihadiri oleh Cut Surdiana selaku pemegang 320 lembar,Chairul Maulana selaku pemegang 321 lembar saham dan Jupli selaku pemegang 320 lembar saham yang telah diberitahukan secara patut”.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat
(2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
Pada putusan tingkat Kasasi No. 3030 K/Pdt/2018 sekalipun, Akta Berita Acara Nomor111 tanggal23 Desember2013 tentang pembatalan yang dibuat Adi Pinem,S.H,notaris diMedan adalah sah danb erkekuatan hukum.Dengandemikian, hasil putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dimuat dalam berita acara yang dibuat dihadapan notaris memiliki keabsahan dan berkekuatan hukum sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. PT merupakan badan hukum sehingga bias melakukan perbuatan hukum sendiri yang diwakili oleh Direksi, memiliki harta kekayaan sendiri, serta dapat dituntut layaknya perorangan. Sebagai pemilik, pemegang saham memiliki kuasa penuh untuk mengatur perseroan. Kuasa penuh itu dijelma dalam bentuk RUPS, sehingga RUPS merupakan mekanisme dan keputusan pemegang saham untuk mengatur hal-hal apa yang menurut pemegang saham dipilih untuk dilakukan.
2. RUPS Luar Biasa adalah RUPS yang dapat diadakan sewaktu-waktu dan tergantung kebutuhan dan kepentingan perseroan. Pokok pembahasan yang ada pada RUPS Luar Biasa adalah segala hal yang sifatnya mendesak dan berada di luar rencana rutin pembahasan RUPS tahunan.
3. Akta Relaas dalam bentuk Akta Risalah atau Berita Acara RUPS Luar Biasa pada dasarnya adalah Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris, sehingga terkait dengan keabsahannya sepanjang akta tersebut memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu Akta Autentik sebagaimana diatur dalamPasal 1868 KUHPerdata maka Akta Relaas berupa Akta Risalah atau Berita Acara RUPS Luar Biasa sah menurut hokum dan mengikat bagi para pihak yang terkait dengannya.
B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan pada kesimpulan diatas, terdapat saran yang diajukan oleh penulis,yaitu:
1. Direksi Perseroan harus senantiasa memperhatikan dan memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, juga adanya perjanjian yang telah mengikat para pendiri sebelumnya sebelum perseroan tersebut disahkan sebagai badan hukum seperti adanya Shareholders Agreement, sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan salah satunya berdasarkan permintaan dari pemegang saham dengan memperhatikan urgensinya demi kepentingan dan kelangsungan usaha Perseroan dan bukan kepentingan pemegang saham tersebut semata;
2. Direksi Perseroan harus bertindak secara hati-hati dan teliti dalam pengambilan keputusan dalam RUPS untuk menghindari pembatalan isi keputusan RUPS yang telah diambil;
3. Akta Berita Acara Rapat yaitu merupakan akta autentik atau dapat dikatakan akta relaas yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris dalam pembuatan akta autentik harus bersikap hati-hati agar tidak melakukan kesalahan akibat kelalaian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ada baiknya Notaris perlu juga menyampaikan kepada organ dalam perseroan mengenai kekuatan hukum akta yang sudah dibuat sehingga memberikan kepastian hukum dalam putusan RUPS Luar Biasa.
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